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Menimbang : a.	 bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dan Efektivitas Pelaksana Penyelenggaraan 
Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lampung 
Selatan, perlu diatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Pajak Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lampung 
Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 tennasuk 
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3.	 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomnr 5049); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomcr 4578); 

10.	 Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten(Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11.	 Peraturan Pemerintab Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 



20.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06); 

21.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07); 

22.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 08 Tahun 20 II tentang Pajak Hotel (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 20 II 
Nomar 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 08); 

23.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09); 

MEMUTUSKAN : 

Menetaplmn	 PERATURAl'l BWATI TENTAl'l'G SISTEM DAl'l' 
PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAl'l'. 

BAD I 
KETENTUAl'l' UMUM 

Pasall 

.-
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

6.	 Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 



8.	 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

9.	 Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pejak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan
undangan perpajakan daerah. 

10.	 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

II.	 Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

12.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

'- pajak yang rnasih harus dibayar. 

13.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

14.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

15.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

16.	 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dau/atau denda. 

17.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam pcncrapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

18.	 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 



19.	 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wejib Pajak. 

20.	 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak 
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 
banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 

21.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
dalah surat yang oleh wajib pejak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak darr/atau bukan 
objek pejek, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

22.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

23.	 Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah daIam rangka 
pelaksana APBD pada unit kerja SKPD. 

24.	 Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima 
pembayaran BPHTB, dati Wajib Pajak. 

-s, 25.	 Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat 
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pejak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk 
melaporkan data. 

26.	 Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah formuiir 
yang digunakan untuk menyetor uang ke Bank. 

27.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dati penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

BABD 
RUANG L1NGKUP 

Pasal2 

(I)	 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah mencangkup Seluruh 
Rangkaian Proses Pengaturan dan Tata Cara Urutan Pelaksanaan 
Pekerjaan Administrasi Perpejakan, dalam suatu proses yang 
berkesinambungan dalam suatu fungsi untuk menghasilkan masukan 
bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain. 

(2)	 Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 
a. pendaftaran dan pendataan; 
b. penetapan; 
c. penyetoran; 
d. angsuran dan perumahan; 
e. pembukuan dan pelapcran: 
f. keberatan dan banding; 
g. penagihan; dan 
h. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi administratif. 



(3)	 Bentuk format prosedur sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan daeri 
peraturan ini. 

Pasal3 

(I)	 Dalam sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tidak tennasuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Sarang 
Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanab dan Bangunan (BPHTB). 

(2)	 Sistem dan Prosedur Pengeloiaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I)	 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB III 
SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH 

Baglan Kesatu
 
Pendaftaran dan Pendataan
 

Pasal4 

(1)	 Kegiatan Pendaftaran dengan cara penetapan oleh Bupati (Official 
Assessment) atau dibayar sendiri (Self Assessment). 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran Wajib 
Pajak Baru meliputi : 
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan 
b.	 Wajib Pajak. 

(3)	 Prosedur pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalab sebagai berikut : 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Fonnulir Pendaftaran; 
b.	 menyerabkan Fonnulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelab dicatat 

dalam Daftar Fonnulir Pendaftaran dan dibuatkan tanda terimanya; 
c.	 setelah Fonnulir Pendaftaran diterima Wajib Pajak dan tanda terima 

telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, Seksi 
Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya; 

d.	 wajib pajak atau yang diberi kuasa mengisi fonnulir pendaftaran dan 
melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke 
Dinas; 

e.	 berdasarkan fonnulir pendaftaran dari Wajib Pajak, Seksi Pendaftaran 
dan	 Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya 
dengan syarat sebagai berikut : 
I.	 apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 

Fonnulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 
selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib 
Pajak per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD; 

2.	 apabila belum Iengkap Fonnulir Pendaftaran dan Iampirannya 
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan diserahkan 
kembali ke Dinas ; 

f. setelab NPWPD dibuat rangkap dua, Asli diserabkan kepada Wajib 
Pajak dan tembusannya sebagai arsip. 



(4)	 Formulir dan DaftarjBuJru yang digunakan da1am pelaksanaan ini terdiri 
dari : 
a.	 Formulir Pendaftaran (DPD-OIA, DPD-OIB); 
b.	 Kartu NPWPD (DPD-05A, DPD-05B); 
c.	 Tanda Terima (DPD-OIA, DPD-01B); 
d.	 Daftar Formulir Pendaftaran (BK-OI); 
e.	 Daftar Induk Wajib Pajak (BK-04); 
f.	 Daftar Wajib Pajak Per Golongan (BK-06). 

(5)	 Bagan Alur Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tereantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal 5 

(1)	 Kegiatan Pendataan untuk wajib pajak barn dengan cara penetapan oleh 
Bupati (Official Assessment) melalui proses pendataan wajib pajak baru 
secara penetapan oleh Bupati atau secara Official Assessment. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendataan Wajib 
Pajak baru adalah : 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan 
b.	 Wajib Pajak. 

(3)	 Prosedur Pendaftaran dan Pendapatan terdiri dari : 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan 

(Surat Pemberitahuan Pajak DaerahjSPTPD); 
b.	 menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak 

setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya; 
c.	 setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima wajib pajak dan tanda 

terima telah ditandatangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya; 

d.	 wajib pajak atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan 
(SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan 
kembali ke Dinas; dan 

e.	 berdasarkan formulir pendataan dari wajib pajak, Seksi Pendaftaran 
dan Pendataan menerima dan merneriksa kebenaran dan kelengkapan 
pengisiannya, yaitu : 
1.	 apabila pengisiannya telah benar dan lampirannya lengkap, dalam 

Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan; 
2.	 apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan 

lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi 
dan diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan daerah; dan 

f.	 mencatat data pajak daerah dalam kartu data yang selanjutnya 
dilakukan proses penetapan. 

(4)	 Formulir dan Daftar jBuku yang digunakan 
a.	 formulir pendataan (SPTPD) (DPD-02A, DPD-02B, DPD-02C, DPD-02D, 

DPD-02E, DPD-02F, DPD-02G, DPD-02H); 
b.	 kartu data; (DPD-04A, DPD-04B, DPD-04C, DPD-04D, DPD-04E, DPD

04F, DPD-04G, DPD-04H); 
c.	 tanda terima (DPD-02A, DPD-02B, DPD-02C, DPD-02D, DPD-02E, 

DPD-02F, DPD-02G, DPD-02H); dan 
d.	 daftar SPTPD (BK-02, BK-03). 



Pasal7 

(1)	 Kegiatan Pendataan wajib pajak yang sudab memiliki NPWPD dengan 
eara dibayar sendiri (Self Assessment) melalui proses pendataan wajib 
pajak yang sudab memiliki NPWPD dengan cam dibayar sendiri atau 
secara Self Assessment. 

(21	 Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran wajib 
pajak lama adalab : 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan, dan 
b.	 Wajib Pajak. 

(3)	 Prosedur pendaftaran wajib pajak lama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalab sebagai berikut: 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempersiapkan Formulir 

pendataan (SPTPD); 
b.	 menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak, 

setelab dieatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya; 
c.	 setelab Formulir Pendataan diterima wajib pajak dan tanda terima 

telah ditandatangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, Seksi 
Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan tanda terimanya; 

d.	 wajib pajak atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan 
(SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan termasuk 
Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran dan Rekapitulasi Penerimaan 
per jenis Layanan, dan menyerahkan kembali ke Dinas; 

e.	 berdasarkan SPTPD dari wajib pajak, Seksi Pendaftaran dan 
Pendataan memeriksa kebenran dan kelengkapan pengisiannya, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1.	 apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 

Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan; 
2.	 apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembali kan 

kepada wajib pajak untuk melengkapi; 
f.	 mencatat data pajak daerab dalam Kartu Data dan ke da1am Daftar 

SPTPD wajib pajak Self Assessment. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan adalab sebagai berikut: 
a.	 formulir SPTPD (DPD-02); 
b.	 kartu data (DPD-04); 
c.	 tanda terima (DPD-02); 
d.	 daftar SPTPD (BK-02); dan 
e.	 Daftar SPTPD wajib pajak Self Asessment (BK-03). 

(5)	 Bagan Alur Pendataan wajib pajak lama sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran N Peraturan ini. 

Bagian Kedua
 
Penetapan
 

Pasal8 

(1)	 Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Bupati (Official Assessment) 
dilakukan melalui proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak dengan cara penetapan oleh Bupati (Official Assessment). 



(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam sitem dan prosedur pelaksanaan sistem 
dan prosedur ini antara lain : 
a.	 bidang penetapan (seksi pendaftaran dan pendataan; seksi 

perhitungan dan penetapan); 
b.	 wajib pajak; 
c.	 bidang pembukuan dan pelaporan; 
d.	 bidang penagihan. 

(3)	 Pelaksanaan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan Kartu Data dari Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi 

Perhitungan dan Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah; 
b.	 berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah, diterbitkan SKPD atau 

SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sarna sebagai akibat 
ditemukannya data baru dan mencatatnya ke dalam Daftar 
SKPD/SKPDT; 

c.	 SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan atas 
nama Kepala D10as dan Daftar SKPD/SKPDT ditandatangani oleh 
Kepala Bidang Penetapan dan disiapkan tanda terimanya, selanjutnya 
SKPD/SKPDT dibuat rangkap 5 (lima), dengan distribusi sebagai 
berikut: 
1.	 asli untuk Wajib Pajak; 
2.	 tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan 

Pelaporan dan Bidang Penegihan: dan 
3.	 arsip. 

d.	 Seksi Perhitungan dan Penetapan mendistribusikan tembusan 
SKPD/SKPDT kepada pihak-pihak terkait, sedangkan Asli 
SKPD/SKPDT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda 
terimanya; 

e.	 setelah Asli SKPD/SKPDT diterima wajib pajak dan tanda terima 
ditandatangani, Seksi Perhitungan dan Penetapan mengarsipkannya. 
Daftar penetapan ditembuskan kepada Bidang Pembukuan dan 
Pelaporan; dan 

f.	 apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar 
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD. 

(4)	 fonnulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem 
dan Prosedur ini antara lain : 
a.	 kartu data (DPD-04A, DPD-04B, DPD-04C, DPD-04D, DPD-04E, DPD

04F, DPD-04G, DPD-04H); 
b.	 nota perhitungan pajak deerah (DPD-08); 
c.	 SKPD/SKPDT (DPD-10A, DPD-10B); 
d.	 tanda terima; 
e.	 daftar SKPD/SKPDT (DPD-10A, DPD-10B); dan 
f.	 STPD, (DPD-llA). 

(5)	 Bagan Alur Pendaftaran wajib pajak lama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. 

Pasal9 

(1)	 Kegiatan Penetapan dengan Cara dibayar sendiri atau Self Assessment 
dilakukan melalui Proses Penetapan Jumlah Paj ak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak dengan cara dibayar sendiri (Self Assessment). 



(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur rru 
antara lain sebagai herikut: 
a.	 bidang penetapan (seksi perhitungan dan penetapan); 
b.	 bidang pembukuan dan pelaporan; 
c.	 wajib pajak; dan 
d.	 bidang penagihan (seksi penagihan pajak dan retribusi). 

(3)	 Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai herikut: 
a.	 setelah wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD, 

dicatat dalam Kartu Data; 
b.	 berdasarkan kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 

Seksi Perhitungan dan Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak 
dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit 
pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data; 

c.	 herdasarkan nota perhitungan pajak daerah tersebut dibuat Surat 
ketepannya yaitu : 
1.	 apabila Pajak Terhutang kurang atau tidak dibayar maka 

diterbitkan SKPDKB; 
2.	 apabila tidak terdapat selisih antara Pajak Terhutang dan Kredit 

Pajak, maka diterbitkan SKPDN; 
3.	 apabila terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat 

ditemukannya data bam, maka diterbitkan SKPDKBT; 
4.	 apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 

diterbitkan SKPDLB; 
d.	 setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftar 

Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB; 
e.	 surat ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan atas 

nama Kepala Dinas, dan Daftar Surat Ketetapan tersebut 
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan. Surat Ketetapan 
(SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT) dibuat rangkap 5 (lima) dengan 
distribusi sebegef berikut : 
1.	 asli untuk Wajib Pajak; 
2.	 tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan 

Pelaporan, Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi, dan Bidang 
Penagihan; 

3.	 arsip. 
f.	 seksi perhitungan dan penetapan mendistribusikan tembusan 

SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT kepada pihak-pihak terkait. 
Sedangkan Asli SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT disampaikan kepada 
Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimany; 

g.	 setelah SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT Asli diterima wajib pajak dan 
tanda terima telah ditandatangani, Seksi Perhitungan dan Penetapan 
mengarsipkannya; 

h.	 sanksi administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang 
dalam SKPDKB, SKPKBT berupa kenaikan pokok dan bunga; 

1.	 Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang 
dibayar setelab lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan, wajib pajak dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
dengan menerbitkan STPD. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem 
dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : 
a.	 Surat Teguran untuk memasukan SPTPD (DPD-06); 
b.	 Kartu Data (DPD-04); 



c.	 Laporan Pemeriksaan (DPD-07); 
d.	 Nota Perhitungan Pajak Daerah (DPD-08); 
e. SKPD (DPD-IOA); 
f.	 SKPDN (DPD-IOC); 
g.	 SKPDKB (DPD-IOD); 
h.	 SKPDKBT (DPD-IOE); 
1.	 STPD (DPD-ll); 
J.	 SKPDLB (DPD-IOI); dan 
k. Daftar Surat Ketetapan (BK-09). 

(5) Bagan AJur pelaksanaan system dan prosedur penetapan dengan cara 
dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan ini. 

Bagian Ketiga 
PenyetoraD 

PasallO 

(1)	 Kegiatan Penyetoran melal'ui BUD/Kas Daerah untuk Self Assessment 
dilakukan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib 
pajak langsung ke rekening BUD /Kas Daerah pada Bank. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
adaIah sebagai berikut : 
a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah; 
c.	 Bendahara Penerima/BKP; 
d.	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan; 
e.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan 
f.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi. 

(3)	 Prosedur penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut : 
a.	 Kas DaerahfBank menerima setoran uang pajak daerah dari wajib 

pajak dengan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran, SSPD dibuat rangkap 5 (lima) 
dengan ditribusi sebagai berikut : 
1.	 asli untuk wajib pajak; 
2.	 tembusan masing-masing untuk Bendahara PenerimaanfBKP; 
3.	 bidang penetapan [seksi pendaftaran dan pendataan); 
4.	 bidang penagihan (seksi penagihan pajak dan retribusi); dan 
5.	 bidang pembukuan. 

b.	 selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/slip setoran 
divalidasi dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah/Pihak Bank, BUD/Kas 
Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip 
Setoran kepada wajib pajak, sedangkan tembusan disarnpaikan 
kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerima/BKP 
dilampiri Bukti Setoran Bank/Slip Setoran; 



c.	 berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan Bukti Setoran Bankj Slip 
Sctoran yang telah divalidasi dan dicap oleh BUD/ Kas Daerah, 
Bendahara PenerimaJBKP mencatat setoran tersebut dalam register 
STSjSSPD, dan Buku Penerimaan dan Penyetoran, buku penerimaan 
dan penyetoran dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai 
berikut .; 
1.	 asli sebagai arsip; dan 
2.	 tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan 

Pelaporan, Seksi Pendaftaran dan Pendataan serta Seksi 
Penagihan Pajak dan Retribusi. 

d.	 bendahara penerimaj BKP secara periodik (bulanan) membuat 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Adminitratif kepada Kepala Dinas 
dan LPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. LPJ 
Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada : 
I.	 BPKAD; 
2.	 Bidang Penagihan; dan 
3.	 Arsip. 

(4)	 Formulir dan Daftar yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan 
prosedur ini antara lain : 
a.	 SSPD (DPD-12); 
b.	 Register STSjSSPD; 
c.	 Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
d.	 LPJ Administratif; dan 
e.	 LPJ Fungsional. 

(5)	 Bagan Alur Sistem dan Prosedur Penyetoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat	 (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. 

Pasa1ll 

(I)	 Kegiatan Penyetoran melalui BUDjKas Daerah untuk Official Assessment 
dilaksanakan oleh wajib pajak langsung ke rekening BUDjKas Daerah di 
Bank. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
adalah sebagai berikut: 
a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Bendahara Umum DaerabjKas Daerah; 
c.	 Bendahara PenerimaanjBKP; 
d.	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan: 
e.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan 
f.	 Seksi Penagihan Pajak. 

(31	 Prosedur penyetoran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a.	 Kas Daerah/Bank menerima setoran uang pajak daerah dari wajib 

pajak disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
media penyetoran SSPD serta Bukti Setoran BankjSlip Setoran, 
SSPD dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai 
berikut : 
(1)	 asli untuk wajib pajak; 
(2)	 tembusan masing-masing untuk Bendahara PenerimaanJBKP, 

Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; dan 
(3)	 arsip. 



b.	 setelah SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran dan dieap oleh 
pihak Bank, BUD /Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan 
Bukti Setoran Bank /Slip Setoran kepada wajib pajak, sedangkan 
tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk 
Bendahara PenerimaanfBKP dilampiri dengan Bukti Setoran 
Bank/ Slip Setoran; 

c.	 berdasarkan media penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip 
Setoran yang telah dicap oleh BUD/Kas Daerah, Bendahara 
PenerimaanfBKP mencatat setoran tersebut dalam Buku Penerimaan 
dan Penyetoran dan Register STS/SSPD, Buku Pembantu 
Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap 4 (empat) dengan 
ditribusi sebagai berikut : 
1. Asli sebagai arsip; 
2.	 Tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan 

Pelaporan, Seksi Pendaftaran dan Pendataan serta Seksi 
Penagihan Pajak dan Retribusi. 

d.	 Bendahara Penertmaan/Bkf> secara periodik (bulanan) membuat 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Administratif kepada Kepala 
Dinas dan LPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. 
LPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada : 
1.	 BPKAD; 
2.	 Bidang Penagihan 
3.	 Arsip. 

(4)	 Formulir dan Daftar yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan 
prosedur ini antara lain: 
a.	 SSPD (DPD-12); 
b.	 Register STS/SSPD; 
c.	 Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
d.	 LPJ Administratif; dan 
e.	 LPJ Fungsional. 

(5J	 Bagan Aim Kegiatan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan ini. 

Bagian Keempat
 
PermohoDan Angsuran dan Penundaan Pembayaran
 

Pasal12 

(1)	 Pengajuan permohonan angsuran pembayaran kewajiban perpajakan 
daerah oleh Wajib Pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan dari 
Kepala Dinas. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
adalah sebagai berikut: 

a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
c.	 Bidang Penetapan; 
d.	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah; dan 
e.	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 



(3)	 Prosedur pengajuan perrnohonan angsuran pembayaran meliputi : 
a.	 Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerima Surat 

pennohonan Angsuran dari wajib pajak dan selanjut nya didisposisi 
ke Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi dan di eatat dalarn buku 
register pennohonan angauran; 

b.	 setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalarn 
pemberian keputusan persetujuan /penolakan pennohonan angsuran 
oleh kepada Dinas; 

c.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menyarnpaikan hasil penelitian 
dan	 dan surat pennohonan angsuran kepada Kepala Dinas melalui 
kepala bidang penagihan untuk mendapat keputusan; 

d.	 apabila kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak menyetujui 
permohonan tersebut. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi membuat 
surat pemberitahuan penolakan angsuran surat pemberitahuan 
dibuat 2 (dual rangkap dengan distribusi asli diserahkan kepada wajib 
pajak dan tembusan kepada arsip; 

e.	 apabila Kepala Dinas menyetujui permohonan tersebut.Seksi 
Penagihan Pajak dan Retribusi membuat surat perjanjin Angsuran 
dan dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah. Surat perjanjian ansuran di buat 2 (dua) rangkap dengan 
distribusi asli untuk wajib pajak dan 1 (satu) tembusan untuk arsip; 

f.	 selanjutnya dicatat dalam daftar surat perjanjian Angsuran dan di 
buat 2 (dua) rangkap dengan distribusi kepada Bidang Pembukuan 
dan Pelaporan, serta 1 (satu) tembusan untuk arsip; dan 

g.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menyerahkan surat perjanjian 
Angsuran atau surat pemberitahuan penolakan angsuran kepada 
wajib pajak dan daftar surat perjanjian Angsuran kepada pihak -pihak 
yang terkait. 

(4)	 Formulir dan daftar(buku yang digunakan dalarn pelaksanakan sistem 
dan Prosedur ini antara lain : 

a. SSPD (DPD -12); 
b. Surat permohonan Angsuran (DPD - 15); 
c. Surat perjanjian Angsuran (DPD - 17); 
d. Surat pemberitahuan penolakan Angsuran (DPR -19); 
e. Buku Register permohonan Angsuran (BK - 12); dan 
f. Daftar surat perjanjian Angsuran (BK - 13). 

(5)	 Bagan Alur Permohonan Angsuran Pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini. 

Pasal13 

{I}	 Kegiatan Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran menjelaskan 
pengajuan pennohonan penundaan pembayaran kewajiban perpajakan 
daerah oleh Wajib Pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan dar! 
Kepala Dinas. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistern dan prosedur ini 
terdiri dari : 
a.	 Wajib Pajak; 
b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 
c.	 Bidang Penetapan; 



d. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan 
e. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi. 

(3)	 Prosedur pengajuan pennohonan penundaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II adalah sebagai berikut : 
a.	 Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerima Surat 

Pennohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak dan 
selanjutnya didisposisi ke Seksi Perhitungan dan Penetapan dan 
dicatat dalam Buku Register Pennohonan Penundaan Pembayaran.: 

b.	 setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 
pemberian keputusan persetujuanjpenolakan penundaan 
pembayaran oleh Kepala Dinas; 

c.	 Seksi Perhitungan dan Penetapan menyampaikan hasil penelitian 
dan Surat Pennohonan pcnundaan kepada Kepala Dinas untuk 
mendapatkan keputusan; 

d.	 apabila Kepala Dinas tidak menyetujui permohonan tersebut, Seksi 
Perhitungan dan Penetapan membuat Surat Pemberitahuan 
Penolakan Penundaan Pembayaran. Surat Pemberitahuan dibuat 2 
(dua) rangkap dengan distribusi: ash diserahkan kepada wajib pajak 
dan tembusan sebagai arsip; 

e.	 apabila Kepala Dinas menyetujui pennohonan tersebut, Seksi 
Perhitungan dan Penetapan membuat surat persetujuan penundaan 
pembayaran dan dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas. 
Selanjutnya dicatat dalam Daftar Persetujuan Penundaan 
Pembayaran. Surat Persetujuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan 
distribusi: asli untuk wajib pajak dan satu tembusan untuk arsip. 
Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap 
dengan distribusi untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Seksi 
Penagihan Pajak dan Retribusi serta satu tembusan untuk arsip. 

f.	 Seksi Perhitungan dan Penetapan menyerahkan Surat Persetujuan 
Penundaan Pembayaran/Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan 
Pembayaran kepada wajib pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan 
kepada pihak-pihak yang terkait, 

(4)	 Formulir dan Daftar Buku yang digunakan antara lain sebagai berikut : 
a.	 surat pennohonan penundaan pembayaran (DPD-16); 
b.	 eurat peraetujuan penundaan pembayaran (DPD-18); 
c.	 surat pemberitahuan penolakan penundaan pembayaran (DPD-19); 
d.	 buku register permohonan penundaan pembayaran (BK-14); dan 
e.	 daftar persetujuan penundaan pembayaran (BK-15). 

(5)	 Bagan Alur Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran X 
peraturan ini. 

Bagian Kelima
 
Pembukuan dan Pelaporan
 

Pasal14 

(I)	 Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan menjelaskan mengenai kegiatan 
yang harua dilakukan dalam membukukan atau mencatat penetapan 
pajak daerah berdasarkan dokumen penetapan yang ada. 



(2)	 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, 
antara lain sebagai berikut: 
a.	 bidang penetapan; dan 
b.	 bidang pembukuan dan pelaporan. 

(3)	 Prosedur pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan Daftar SPTPD wajib pajak Self Assessment, Daftar 

SKPD, Daftar SKPDKB, Daftr SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar 
SKPDLB, dan Daftar STPD, Bidang Pembukuan dan Pelaporan 
mencatat data pajak ke dalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada 
kolom penetapan yang tersedia; 

b.	 berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan 
STPD, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mencatat data pajak 
kedalam Buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak 
masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia: dan 

c.	 bidang pembukuan dan pelaporan mengarsipkan seluruh dokumen 
yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a.	 SKPD (DPD-lOA); 
b.	 SKPDN (DPD-lOC); 
c.	 SKPDKB (DPD-lOD); 
d.	 STPDKBT (DPD-lOE); 
e.	 STPD (DPD-ll); 
f.	 SKPDLB (DPD-l OF); 
g.	 Daftar SPTPD wajib pajak Self Assessment (BK-03); 
h.	 Daftar Surat Ketetapan (BK-09); 
1.	 Buku .Jenis Pajak (BK-16); dan 
j. Buku wajib pajak (BK-18). 

(5)	 Bagan Alur kegiatan pembukuan penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Xl Peraturan ini. 

Pasal15 

(1)	 Kegiatan Pembukuan Penerimaan menjelaskan mengenai kegiatan yang 
harus dilakukan dalam membukukan atau mencatat penyetoran pajak 
daerah berdasarkan dokumen penyetoran yang ada. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, 
antara lain: 
a.	 Seksi Verifikasi dan Pelaporan; dan 
b.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan. 

(3)	 Prosedur Pembukuan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
a.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan mencatat realisasi 

penyetoran pajak daerah kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing 
pada kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar : 
1.	 Buku Pembantu Penerimaan Sejenis; 
2.	 Daftar Bukti Pemindahbukuan. 



b.	 selanjutnya berdasarkan SSPD dan Bukti Pemindabbukuan yng 
telab disahkan oleh Seksi Verifikasi dan Pelaporan, Seksi 
Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan mencatat kedalam Buku 
wajib	 pajak sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak masing-masing 
pada kolom Penyetoran yang tersedia; 

c.	 mengarsipkanjmenyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat 
dengan memberi nomor urut file. 

(4)	 Formulir dan DaftarjBuku yang digunakan antara lain sebagai berikut : 
a.	 Surat Setoran Pajak DaerabjSSPD (DPD-12); 
b.	 Bukti Pemindabbukuan (DPD-23); 
c.	 Buku Pembantu Penerimaan sejenis (BK-IO); dan 
d.	 Daftar Bukti Pemindabbukuan (BK-39). 

(5)	 Bagan AlUT pembukuan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran XII Pcraturan ini. 

Pasall6 

(1)	 Kegiatan Pelaporan menjelaskan mengenai kegiatan pelaporan yang 
harus dilakukan atas pembukuan ketetapan pajak daerab dan 
penyetoran pajak daerab oleh wajib pajak berdasarkan dokumen yang 
ada. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait daJam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain : 
a.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; 
b.	 Seksi Perhitungan dan Penetapan; 
c.	 Kepala Dinas; 
d.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; dan 
e.	 Seksi Pengawasan dan Pengendalian. 

(3)	 Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adaJab sebagai 
berikut: 
a.	 seksi pembukuan, penerimaan dan persediaan membuat Daftr 

Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak Daerah atas 
dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlabkan dari kolom 
Penetapan dan kolom Penyetorannya; 

b.	 selanjutnya seksi verifikasi dan pelaporan membuat Daftar 
Tunggakan per wajib pajak atas dasar Buku wajib pajak yang telab 
dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya; 

c.	 berdasarkan Daftar Penetapan, Penerima, dan Tunggakan per jenis 
Pajak Daerab dan Daftar Tunggakan per wajib pajak, Seksi Verifikasi 
dan Pelaporan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
kepada Kepala Dinas untuk diotorisasijditandatangani; 

d.	 Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 
kepada Kepala Dinas untuk diotomsijditandatangani; 

e.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan mendistribusikan 
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah beserta Daftar 
Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak, serta Daftar 
Tunggakan per wajib pajak kepada : 
1.	 Bidang Penetapan; 
2.	 Bidang Penagihan; 



3.	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan; 
4.	 Seksi Perhitungan dan Penetapan; 
5.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; dan 
6.	 Arsip. 

f.	 petugas pacta Seksi Pcmbukuan, Penerimaan dan Persediaan 
membuat Daftar Realisasi Setoran Masa pacta akhir periode/ masa 
atas dasar Buku wajib pajak yang telah dijumlah pada akbir periode. 
Daftar ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi untuk Seksi 
Pcrhltungan dan Penetapan serta arsip Seksi Pembukuan, 
Penerimaan dan Persediaan; 

g.	 mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (Self Assessmenq kepada 
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk ditandatangani dan 
disahkan; dan 

h. mendistribusikan	 Daftar Realisasi Setoran Masa (Self Assessment) 
kepada Seksi Perhitungan dan Penetapan serta satu tembusan 
eebagai arsip. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
a.	 fonnulir laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah (DPD-24); 
b.	 daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis (BK-20); 
c.	 daftar tunggakan per wajib pajak (BK-21); 
d.	 daftar realisasi setoran masa (BK-23); 
e.	 bukujenis pajak (BK-16); dan 
f.	 buku wajib pajak (BK-18). 

(5)	 Bagan Alur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran XIII Peraturan ini. 

Bagian Keenam
 
Keberatan dan Banding
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(1)	 Kegiatan Penyelesaian Keberatan menjelaskan proses penyelesaian 
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas ketetapan pajak daerah 
yang terutang. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur irri, 
antara lain: 
a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Seksi Keberatan dan Banding; 
c.	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 
d.	 Bupati, 
e.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; dan 
f.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi, 

(3)	 Prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah sebagai berikut : 
a.	 Seksi Keberatan dan Banding menerima Surat Pemohonan Keberatan 

dar! wajib pajak dan mencatatnya ke dalam Buku Register Surat 
Permohonan Keberatan; 

b.	 setelah itu, Seksi Keberatan dan Banding meneliti kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak, dan dilakukan penelitian 
kembali, kemudian dibuat Laporan Hasil Penelitian; 



c.	 Seksi Keberatan dan Banding menyampaikan Laporan Hasil 
Penelitian dengan dilampiri Surat Pennohonan Keberatan kepada 
Kepala Dinas untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah 
pennohonan keberatan dapat diterima atau ditolak; 

d.	 setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas, berkas 
keberatan wajib pajak disertai pertimbangan Kepala Dinas kepada 
Bupati untuk mendapatkan keputusan terhadap keberatan yang 
diajukan oleh wajib pajak tersebut. Bupati dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. 
Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah Jewat dan Bupati 
tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan; 

e.	 apabila permohonan keberatan tidak disetujui, Seksi Keberatan dan 
Banding membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. 
Sedangkan apabila disetujui, Seksi Keberatan dan Banding membuat 
Surat Keputusan Keberatan; 

f.	 kedua Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk, Surat Keputusan Penolakan Keberatan dibuat 
rangkap 2 (dua) yaitu asli untuk wajib pajak dan arsip sedangkan 
Surat Keputusan Keberatan dibuat rangkap 4 (empat) yaitu asli 
untuk wajib pajak, satu untuk arsip dan dua tembusan untuk Seksi 
Pembukuan, Penerirnaan dan Persediaan sert Seksi Penagihan Pajak 
dan Retribusi; 

g.	 berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dicatat dalam Buku 
Register Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Seksi Keberatan 
dan Banding mendistribusikan Surat Keputusan, asli kepada wajib 
pajak dan Pelaporan sert Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan : 
a.	 laporan hasil penelitian kembali (DPD-25); 
b.	 surat keputusan penolakan keberatan (DPD-28); 
c.	 surat keputusan keberatan IDPD-27); 
d.	 SKPDLB (DPD-lO); 
e.	 buku register eurat permohonan keberatan (BK-25); dan 
f.	 buku register surat keputusan keberatan IBK-26). 

[S]	 Bagan Alur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini. 
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Kegiatan Banding
 

(1)	 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding banya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Bupati. Perrnohonan Banding diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia dcngan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 
(riga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat 
keputusan keberatan tersebut. 

12)	 Pengajuan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 
dengan sebulan sejak tanggal penertiban putusan banding. 



(3) Apabila pengajuan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembaJikan dengan 
ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per-bulan untuk paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(4) Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak 
dikenakan sanksi adminitratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, 
kecuali wajib pajak mengajukan banding. 

(5J Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib 
pajak dikenai sanksi adminitratif berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

Baglan Ketujuh 
Penagihan 
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(II Kegiatan Penagihan dilakukan dengan Surat Teguran menjelaskan 
langkah-Iangkah yang dilakukan dalam rangka melakukan penagihan 
kepada wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang sudah jatuh 
tempo tetapi belum ada pembayaran. 

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, 
antara lain: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Wajib Pajak; 
Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
Juru 8i13; 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); 
Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persedlaan; dan 
Bupati. 

(3) Prosedur penagihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. 

b. 

c. 

d. 

berdasarkan tunggakan per wajib pajak, Seksi Penagihan Pajak dan 
Retribusi melakukan pengolahan data Wajib Pajak yang telah 7 
(tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran tapi belum 
ada pembayaran dan rnembuat Surat Teguran. 
Surat Teguran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi : 
1. Asli untuk Wajib Pajak; 
2. Satu Tembusan untuk Seksi Pembukuan, Penerimaan dan 

Persediaan; dan 
3. Arsip. 
berdasarkan Surat 'Ieguran, Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi 
mencatat dalam Daftar Surat TeguranfSurat Paksa; 
selanjutnya Surat Teguran disampaikan ke Kepala Dinas untuk 

diotorisasi dan mencatatnya dalam Kartu Kendall; dan 
Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menditribusikan Surat Teguran 
kepada wajib pajak dan pihak yang terkait. 



14)	 Fonnulir dan DaftarjBuku yang digunakan antara lain: 
a.	 Surat Teguran (DPD-29); 
b.	 Daftar Surat Ketetapan (BK-09); 
c.	 Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
d.	 Buku Register SK Keberatan (BK-26); 
e.	 Daftar Surat TeguranjSurat Paksa (BK-28); dan 
f.	 Buku Kendali (BK-27). 

(5)	 Bagan Alur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum 
dalam Lampiran XV Peraturan ini. 
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(1)	 Kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa menjelaskan langkah-iangkah 
yang dilakukan untuk melakukan penagihan utang pajak dan biaya 
penagiban pajak kepada wajib pajak. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain: 
a.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
b.	 Kepala Dinas; 
c.	 Wajib Pajak; dan 
d.	 Seksi Pembukuan, Pcnerimaan dan Persediaan. 

(3)	 Prosedur penagiban dengan surat paksa meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
a.	 berdasarkan Daftar Surat Teguran/Surat Paksa, Seksi Penagihan 

Pajak dan Retribusi melakukan pengolahan data untuk wajib pajak 
yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal 
Surat Teguran belum menyetor Pajak terutangnya dan dilanjutkan 
dengan pembuatan Surat Paksa. Sur-at Paksa dibuat rangkap 3 (tiga) 
dengan distribusi : 
(I)	 asli untuk Wajib Pajak; 
(2) eatu tembusan untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan 
(3) arsip. 

b.	 berdasarkan Surat Paksa, Bidang Penagihan mencatat dalam Daftar 
Surat Teguran / Surat Paksa; 

c.	 se1anjutnya Surat Paksa disampaikan ke Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah untuk diotorisasi dan mencatatnya dalam Kartu Kendali; 

d.	 Seksi Penagiban Pajak dan Retribusi mendistribusikan Surat Paksa 
kepada wajib pajak dan pihak yang terkait. Penyerahan Surat Paksa 
kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak. 

(4)	 Formulir dan DaftarjBuku yang digunakan antara lain sebagai berikut : 
a.	 Surat Paksa IDPD-30); 
b.	 Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (DPD-3l); 
c.	 Buku Pembantu Penerimaan sejenis (BK-lO); dan 
d.	 Daftar Surat TeguranjSurat Paksa IBK-28). 

(5)	 Bagan Alur penagihan dengan surat paksa sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1) tercantum d.alam Lampiran XVI Peraturan ini. 
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(1)	 Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
yaitu menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 
penagihan dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 
Hal ini dilakukan apabila utang pajak tidak dilunast Penanggung Pajak 
dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diberikan Surat Paksa. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait terdiri dari : 
a.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
b.	 Kepala Dinas; 
c.	 Juru Sita Pajak; dan 
d.	 Wajib Pajak. 

(3)	 Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan daftar surat tegurarr/ surat paksa, Seksi Penagihan 

Pajak dan Retribusi melakukan pengolahan data untuk wajib pajak 
yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 x 24 jam (dua hari) setelah 
tanggal Surat Paksa dan pembuatan surat perintah melaksanakan 
Penyitaan. Pernerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan 
dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi : 
(1) asli untuk wajib pajak; 
(2) tembusan untuk Juru Sita Pajak; dan 
(3) arsip. 

b.	 berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaari, Seksi 
Penagihan Pajak dan Retribusi mencatat daJam Daftar Surat Perintah 
Meaksanakan Penyitaan; 

c.	 selanjutnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan ke 
Kepala Dinas untuk diotorasi dan setelah itu mencatatnya ke dalam 
Kartu Kendali. 

d.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi mendlstribusikan Surat 
Perintah melaksanakan penyitaan pihak yang terkait. 

c.	 atas dasar Surat Perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak 
membuat laporan pelaksanaan penyitaan dengan diketahui oleh 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan antara lain sebagai berikut : 
a.	 Surat Perintah melaksanakan penyitaan (DPD-32); 
b.	 Berita Acara Pelaksanaan Sita (DPD-33); 
c.	 Laporan Pelaksanaan Penyitaan (DPD-34); 
d.	 Daftar Surat Ketetapan (BK-09); 
c.	 Buku Penerimaan dan Penyetoran; 
f.	 Buku Kendali (BK-27); dan 
g.	 Daftar Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (BK-29). 

(5)	 Bagan Alur penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) tercantum daJam Lampiran XVll 
Peraturan ini. 
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(1)	 Kegiatan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang menjelaskan langkah
langkah untuk mengumumkan dan pelaksanaan 1elang atas barang 
yang disita untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak. 



(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini 
antara lain sebagai berikut: 
a.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
b. Kepala Dinas; dan 
c.	 BUPLN/KPKNL. 

(3)	 Prosedur pengurrruman dan pe1aksanaan lelang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Seksi 

Penagihan Pajak dan Retribusi melakukan pengolahan data dan 
membuat Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk wajib pajak 
yang belum melunasi hutang pajaknya sarnpai dengan berakhirnya 
batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah 
me1aksanakan penyitaan. Surat Pennintaan Pelaksanaan Lelang 
dibuat rangkap 2 (dual dengan distribusi: asli untuk BUPLN/KPKNL 
dan tembusan untuk arsip; 

b.	 surat permintaan pelaksanaan lelang disampaikan kepada Kepala 
Dinas untuk diotorisasi dan selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat 
Pennintaan Pelaksanaan Lelang; 

c.	 seksi penagihan pajak dan retribusi mendistribusikan Surat 
Permintaan Pelaksanaan Lelang ke BUPLN/KPKNL; 

d.	 memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh 
Kepala Dinas Pendapalan Daerah dan Penyiapan berkas penyitaan 
wajib pajak yang akan di lelang. 

e.	 sete1ah berkas penyitaan wajib pajak lengkap dan waktu sudah 
mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah, 
menyampaikan pennintaan penegasan kepada Badan Uruean Piutang 
dan Lelang Negara/Kantor Pe1ayanan Kekayaaan Negara dan Lelang 
(BUPLN/KPKNL); 

f.	 berdasarkan Surat Pennintaan Pelaksanaan Lerlang dan berkas 
penyitaan wajib pajak yang bersangkutan, BUPLN/KPKNL 
me1aksanakan Pengumuman Lelang: dan 

g.	 BUPLN/KPKNL melaksanakan Lelang sesuai dengan hari, tanggal 
dan jam yang telah ditentukan. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
a.	 Formulir Surat Pennintaan Pelaksanaan Lelang (DPD-35); 
b.	 Daftar Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (BK-29); dan 
c.	 Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang (BK-32). 

(5)	 Bagan Alur pengurrruman dan pelaksanaan lelang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan ini. 
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(I)	 Kegialan Pencabutan Penyitaan dan Pengurnuman Lelang dilakukan 
dengan menjelaskan langkah-Iangkah dalam rangka mencabut kembali 
Iangkah penagihan dengan penyitaan dan pengumuman pelelangan 
karena wajib pajak: telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan 
Surat Perintah melaksanakan penyitaan sarnapai dengan sebelum 
pengumuman lelang. 



(2)	 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ID' 
antara lain : 
a.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
b.	 Juru Sita Pajak; 
c.	 BIPLNjKPKNL. 

(3)	 Prosedur pencabutan penyitaan dan pengumuman IeIang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan buku pembantu penerimaan per jenis, Seksi Penagihan 

Pajak dan Retribusi mengolah data dan membuat surat pencabutan 
penyitaan untuk wajib pajak yang telah melunasi hutang pajaknya 
sesudah pernerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sampai 
dengan sebelum pengumuman lelang. Surat Pencabutan Penyitaan 
dibuat rangkap 3{tiga) dengan distribusi : 
1.	 asii untuk wajib pajak; 
2.	 tembusn untuk juru sita pajak; dan 
3.	 arsip. 

b.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menyampaikan surat 
pencabutan penyitaan kepada Kepala Dinas untuk diotorisasi, 
selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat Pencabutan Penyitaan; 

c.	 setelah dicatat, Sekst Penagihan Pajak dan Retribusi 
mendistribusikan surat pencabutan tersebut yaitu : asli untuk wajib 
pajak dan tembusan untuk .Juru Sita Pajak dan arsip; 

d.	 berdasarkan tembusan surat pencabutan penyitean, juru site pajak 
melaksanakan pencabutan penyitaan dengan pembuatan berita acara 
Pencabutan Penyitaan; 

e.	 selanjutnya membuat Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan 
dengan diketahui oIek Kepala Dinas; Seksi Penagihan Pajak dan 
Retribusi melakukan monitoring penyetoran wajib pajak seperi huruf 
a diatas untuk mengetahui wajib pajak yang teIah melunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum 
peIaksanaan lelang; 

f.	 berdasarkan pengoIahan data pada huruf f, Seksi Penagihan Pajak 
dan Retribusi memebuat surat pencabutan pengumuman lelang 
untuk wajib pajak yang telah meIunasi hutang pajaknya sesudah 
pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan Ielang. 
Surat Pencabutan Pengumuman LeIang dibuat rengkap 3 (tiga) 
dengan distribusi: 
1.	 asli untuk BUPLNjKPKNL 
2.	 tembusan untuk juru sita pajak 
3.	 arsip 

g.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menyampaikan surat 
pencabutan pengumuman Ielang kepada Kepala Dinas untuk 
diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat Pencabutan 
Pengumuman LeIang dan Kartu Kendali; 

h.	 seteIah dicatat, Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi 
mendistribusikan surat pencabutan tersebut melalui Juru Sita Pajak, 
yaitu: asli untuk BUPLNjKPNL dan tembusan untuk Juru Sita Pajak 
dan arsip; dan 

1.	 berdasarkan Sural pencabutan Pengumuman Lelang, BUPLNjKPKNL 
membatalkan Pengumuman liang yang sudah dilakukan. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan : 
a.	 Surat Pencabutan Penyitaan (DPD-36); 
b. Sural Pencabutan Pengumuman LeIang (DPD-37); 
c.	 Bertta Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-38); 



d. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-39); 
e. Daftar Surat Ketetapan (BK-09); 
f. Buku Penerimaan dan Penyetoran ; 
g.	 Buku Kendali (BK-27); 
h. Daftar Surat Pencabutan Penyitaan (BK-30); dan 
i.	 Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (BK-31). 

(5)	 Bagan Alur pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX 
Peraturan ini, 
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(1)	 Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus dilakukan dengan menjelaskan Iangkah-langkah dalam 
melakukan penagihan atas hutang pajak yang belum disetor oleh wajib 
pajak. Penagihan Seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan 
pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak 
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang rneliputi 
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun 
pajak. Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus dilakukan apabila : 
a.	 penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama

lamanya atau herniat untuk itu; 
b.	 penanggung pajak memindahtangankan barang yang dirniliki atau 

yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di 
Indonesia; 

c.	 terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 
harlan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang 
dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 

d.	 badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 
e.	 terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 

atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut: 
a.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
b.	 Juru Sita Pajak; 
c.	 Wajib Pajak; dan 
d.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan. 

(3)	 Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a.	 berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis, Seksi Penagihan 

Pajak dan Retribusi melakukan pengolahan data dan membuat Surat 
Perintah Penagihan seketika dan sekallgus (SPPS dan S) untuk wajib 
pajak yang belum menyetor. SPPS dan S dibuat rangkap 3 (tiga) 
dengan distribusi : 
1.	 asli untuk wajib pajak; 
2.	 tembusan untuk Juru Sita Pajak; 
3.	 arsip. 



b.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi menyampaikan Surat Perintah 
Penagihan seketika dan sekaligus (SPPS dan S) kepada Kepala Dinas 
untuk otorisasi, selanjutnya dicatat kedaJam Daftar Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS dan S); 

c.	 setelah dicatat, Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi 
mendistribusikanSurat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
(SPPS	 dan S) tersebut, yaitu : asli untuk Wajib Pajak dan ternbusan 
untuk Juru Sita Pajak dan arsip; 

d.	 berdasarkan tembusan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS dan S), Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan; 

e.	 selanjutnya membuat laporan pelaksanaan Surat Perintah penagihan 
seketika dan sekaligus dengan diketahui oleh Kepala Dinas. Laporan 
dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut : 
I.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
2.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; dan 
3.	 Arsip. 

f.	 setelah ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah, JUTIl Sita 
Pajak mendistribusikan kepada pihak yang terkait. 

(4)	 Formulir dan DaftarJBuku yang digunakan : 
a.	 Surat Perintah Penagihan Sekaligus dan Seketika (SPPS dan S) (DPD

401; 
b.	 Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus (SPPS dan S) (DPD-41); 
c.	 Buku Penerimaan dan Penyetoran; dan 
d.	 Daftar SPPS dan S (BK-33). 

(5)	 Bagan Alur penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 
Lampiran XX Peraturan ini. 
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(I)	 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan 
atau	 Pengurangan Sanksi Administratif Bupati dapat rnembetulkan 
SPPT,	 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
daiam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan 
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak 
atau karena jabatannya. 
Dalam Sistem dan Prosedur ini menjelaskan langkah-Iangkah yang 
dilaksanakan dalam melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait terdiri dari: 
a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Bidang Penetapan (Seksi keberatan dan Banding); 
c.	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 
d.	 Bidang Penetapan (Seksi Pendaftaran dan Pendataan); dan 
e.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan. 



(3) Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) adalab sebagai berikut : 
a.	 fungsi keberatan menerima Surat Permohonan Pembetulan, 

Pernbatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan dan 
Pengurangan Sanksi Administrasi dari wajib pajak dan mencatatnya 
kedalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, 
Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 
Administrasi; 

b.	 meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, 
Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 
Administrasi wajib pajak, setelab dilakukan penelitian dan bila perlu 
dilakukan perneriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian; 

c.	 menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas untuk 
diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima. 

d. apabila	 permohonan ditolak, fungsi keberatan membuat Surat 
Keputusan Penolakan Pembetulan rangkap 4 (empat) dengan 
distribusi: Asli untuk wajib pajak, tembusan masing-masing untuk 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan dan Seksi Penagiha serta arsip. 

c.	 apabila permohonan diterima, Fungsi Keberatan membuat Surat 
Keputusan Pembetulan rangkap 4 (empat) dengan distribusi: Asli 
untuk wajib pajak, tembusan masing-masing untuk Seksi 
Pendaftaran dan Pendataan dan Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi 
serta arsip; 

f.	 menyampaikan Surat Keputusan yang telab disetujui oleh Kepala 
Dinas kepada Bupati untuk siotorisasi; 

g.	 menyampaikan Surat Keputuan yang telah disetujui oleh Kepala 
Dinas kepada Bupati untuk diotorisasi; 

h.	 setelah Surat Keputusan diotorisasi, Fungsi Keberatan mencatat 
Surat Keputusan Penolakan kedalam Buku Register Surat Keputusan 
Penolakan Pembetulan dan mencatat Surat Keputusan Penolakan 
Pembetulan dan mencatat Surat Keputusan Pembetulan kedalam 
Buku Register Surat Keputusan Pembetulan; dan 

1.	 selanjutnya Surat Keputusan didistribusikan kepada wajib pajak 
dengan tembusan kepada pihak-pibak terkait. 

(4) Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan : 
a.	 SKPD (DPD-IOAj; 
b.	 SKPDN (DPD-lOC); 
c.	 SKPDKB (DPD-IOD); 
d.	 STPDKBT (DPD-lOE); 
e.	 STPD (DPD-ll); 
f.	 Surat Permohonan Pembetulan (DPD-20); 
g.	 Laporan Hasil Penelitian; 
h.	 Surat Keputusan Penolakan Pembetulan (DPD-22); 
i.	 Surat Keputusan Pembetulan (DPD-21); 
j.	 SKPDLB (DPD-lOF); 
k.	 Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, 

Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 
Administrasi (BK-34); 

1.	 Buku Register Surat Keputusan Pembetulan (BK-35); dan 
m. Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan (BK-36). 

(5) Bagan Alur pembetulan, pembata1an, pengurangan ketetapan dan 
penghpusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan ini. 
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(I)	 Atas Kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
perrnohonan pengembalian kepada Bupati, dan Bupati dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan keputusan 
sejak	 diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan keputusan, pennohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebulan. 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dan apabila 
dilakukan lebih lama, Bupati memberikan imbalan Bunga sebesar 2% 
(dua per-sen] sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak. 
Dalam Sistem dan Prosedur ini menjelaskan langkab-langkah yang 
dilakukan untuk menangani pennohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran oleh wajib pajak dan penerbitan SKPDLB serta penerbitan 
SPMKPD sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran. 

(2)	 Pihak-pihak yang terkait terdiri dari: 
a.	 Wajib Pajak; 
b.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 
c.	 Kepala Bidang Penetapan; 
d.	 Bupati; 
e.	 Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; 
f.	 Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; 
g.	 BUDjKuasaBUD. 

(3)	 Prosedur perrnohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(1) adalah sebagai berikut : 
a.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima Surat Permohonan 

Pengembalian Kelebihan Pernbayaran Pajak, selanjutnya atas Surat 
Pennohonan tersebut dilakukan pemeriksaan dan membuat Laporan 
Pemeriksaan; 

b.	 laporan Pemeriksaan ditandatangani oleh Petugas dan dimintakan 
konfirmasi kepada wajib pajak dan apabila telah disetujui wajib pajak 
ikut menandatangani laporan pemeriksaan. 

c.	 mencatat data perpajakan kedalam Kartu Data. selanjutnya 
diserahkan kepada petugas yang melakukan perhitungan untuk 
dilakukan perhitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak; 

d.	 berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperhitungkan dengan 
HutangjTunggakan pajak yang lain dan kemudian dibuat Nota 
Perhitungan, 

e.	 setelab diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata 
kelebihan pembayaran pajak kurangj sama dengan hutang pajak 
lainnya tersebut maka wajib pajak menerima Bukti 
Pemindahbukuan, sebagai Bukti Pembayaran/ Kompensasi dengan 
pajak terhutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan; 

f.	 bukti pemindahbukuan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ditribusi: asli 
untuk wajib pajak, tembusan masing-masing untuk Seksi 
Pembukuan dan Pelaporan dan arsip; 

g.	 setelah disetujui oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
selanjutnya bukti pemindahbukuan didistribusikan ke pihak yang 
terkait. 



h.	 apabila setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan ternyata 
kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih besar dibndingkan 
dengan hutang pajak, maka wejih pajak akan menerima Bukti 
Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran /kompensasi dan 
diterbitkan SKPDLB, SKPDLB dibuat rangkap 3 (tiga) dengan 
distribusi: asli untuk wajib pajak, tembusan untuk Seksi Penagihan 
Pajak dan Retribusi serta satu tembusan untuk ar-sip; 

1.	 Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyampaikan SKPDLB ke Kepala 
Bidang Penetapan untuk diotorisasi atas nama Bupati selanjutnya 
didistribusikan kepada pihak yang terkait; 

J.	 selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. 
SPMKPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ditribusi: asli untuk 
BUD /Kuasa BUD, I ( satu ) tembusan untuk Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah, dan I ( satu ) tembusan untuk arsip; 

k.	 SPMKPD selanjutnya disarnpaikan kepada Bupati untuk diotorisasi 
untuk kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait; 

I.	 BUD /Kuasa BUD, berdasarkan SPMKPD memproses penerbitan 
SP2D untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada 
wajib pajak. SP2D buat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) 
dengan distribusi sebagai berikut : 
1.	 asli untuk wajib pajak; 
2.	 tembusan masing-masing untuk Bank tempat menyimpan Kas 

Daerah dan Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Persediaan; 
3.	 arsip. 

m. setelah SP2D ditandatangani, BUD / Kuasa BUD mendistribusikan 
kepada pihak-pihak yang terkait. 

(4)	 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
a.	 Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Daerah (SPPKPPD) (DPD-42); 
b.	 SKPDLB (DPD-IOF); 
c.	 SPMKPD (DPD-43); 
d.	 Bukti Pemindahbukuan (DPD-23); 
e.	 Daftar Surat Ketetapan (BK-09); dan 
f.	 Daftar SPNKPD (BK-37). 

(5)	 Bagan Alur permohonan, pengembalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan ini. 

BABIV
 
FASILITASI
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(1)	 Kepala Dinas melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

(2)	 Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) adalah 
mengoordinasikan, menyempurnakan Lampiran-lampiran sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi 
dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran 
penetapan Peraturan ini. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan irri akan ditetapkan lebih 
lanjut dengan keputusan Bupati. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Ditetapkan eli Kalianda 
pada tanggal?D f?2~ 2013 
BUPATI LAMPUNG SE 

RYCK OZASZP 

Diundangkan di kalianda 
pada tanggal ?D peR"" ~e r 
SEKRETARIS DAERAH KAjur N LAMPUNG SELATAN, 

ATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 HOMOR 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR , <;'s-
TANGGAL , ,,(/ \?".flOW. [;av '2-0 1-3 

BAGAN ALUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN DENGAN CARA OFFICIAL 
ASSESMENT ATAU SELF ASSESMENT 

WAJlBPAJAKSEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

( Mulai 
-~ 

Persiapkan Form 

t 
Form Form 

Pendaftaran Pendaftaran 

k-Tanda Tanda 
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Ii 
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BUPATI LAllIPIJI(G SELATAIII, 

RYC~ BlEROZA SZP 



LAMPIRAN II ,PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR ,~4 
TANGGAL, ,16 DB'.t\\1 kr :2-61 '} 

BAGAN ALUR PENDAFTARAl'I' DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK BARU 

SEKSI PENOAFTAAAN DAN PENDATAAN WAJIBPAJAK 

MuJai ) 

~ 
I Persecken Form I .. 

Form Form 
Pendaftaran Pendaftaran ,--

(SPTPD) (SPTPD) 
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~ 
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• 
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I 

Kartu Data 

,l. 
( Selesai 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 



LaAMPIRAN III , PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR : 54
 
TANGGAL: 30 0.ere\'1A],a\, 1-613
 

BAGAN ALUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK YANG 
MEMILIKI NPWPD SECARA OFfiCIAL ASSESSMENT 

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIBPAJAK 

( Mulai ) 

J. 

~afta.rwp I
Perslapkan Form I•Form • Form• 

Pendattaran 1+----------; Pendaftaran--  (SPTPD) (SPTPD) 
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Rye 1IIJ:IlOZA SZP 



LAMPlRAN IV ,PERATURAN SUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR : S;~f 

TANGGAL: <-() Des-e~ b"''''- :20(3 

BAGAN ALUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK YANG
 
MEMILIKI NPWPD SELF ASSESSMENT
 

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIBPAJAK 

(~ 

Gafta,rwp II Persiapkan Form I 
+ 

Form , 
Form, 

Pendaftaran ~----------; Pendaftaran-- (SPTPD) (SPTPD) 
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-
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Daftar Pendaftaran Pendaftaran 
SP'fPD (SPTPD) (SPTPD) 
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( Seiesar ) 
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LAMPIRAN V ,PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : '>A 
TANGGAL : ~ 0 De.m WI b<2-r--Zil/? 

BAGAN ALUR PENETAPAN DUGAN CARA OFFICIAL ASSESSMENT MELALUI 
PROSES PENETAPAN JUMLAH PAJAK
 

BIDANG PENETAPAN BID. PEMBUKUAN & 

PELAPORAN 
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LAMPlRAN VI ,PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR , <;4 
TANGGAL, .0 Oil.reVV1 bar 261;1 

BAGAB ALUR PB5ETAPAB DEIfGAR CARA SELF AlI8EBBIlEIfT IlELALUI PROBES PEIfETAPAlI 
JlJlILAH PAJAK 

BIDANG PENETAPAN !lID. PEMBUKUAN & WAJIBPAJAK 

PELAPORAN 
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Perhitungan PajaK 
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : S-~
 
TANGGAL: y:> V<2.reWi b"Y- 201'3
 

HAGAR ALUR PEIlYETORAlil MELALm BUD I KAS DAERAlI UNTUK SELF ASSESSMENT 

WAJIBPAJAK KASDAERAH BKP 

~
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DIPENDA (Selesai ) 

SEKSI 
PEMBUKUAN& 

BID. 
PENDAFTARAN BID.
 

PELAPORAN
 DAN PENDATAAN PENAGIHAN 

ED] EJ 

/ 
Buku 

Penerimaan 
BukuBuku 

Penerimaan Penerimaan--. I-1-+&& •Penyeloran PenyetoranPenyetoran 

, 
:l.aporen 
: Di68mpaikBn
 
: Kepar::la
 
: 1. BPKAD
 
: 2. Bidang
 
, Pell8gihan
 

I 

' ... .. . 

SUPATI LAMPUNG SE,~rAI( 

R"v",.uI'Ift· 



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : ~4 
TANGGAL: M O~fel1A b~ r :l-613 

BAGAl'l ALUR PENYETORAB IllELALUI BUD I KA8 DARRAH UWTUK OFFICIAL ASSESSMENT 

BIDANG SEKSI 
BIDANGWAJIBPAJAK KASDAERAH BKP PEMBUKUAN& PENDAFTARAN & 

PELAPORAN PENDATAAN 
PENAGIHAN 

~ 
I SSPD ~ J]SSPD 

I SKPD J I SKPD

I Bukti I Bukti 
5etol'8n Setoran 

l Rp l Ro 

1 
I 

Validasi 
I r-+I SSPD 11 6J, 

I SSPD I SSPD Jll 11~"k1; JSetoran

SKPDi I SKPD 

l 
Bukti I B"k1;Jsetcren setcran 

IProsesPencatatan 

Register Buku Buku &k" Buku 
STSlSSPD Penerimaan Penerimaan .... Penerimaan Penerimaan 

& & & & 

L, Penyetoran penjetcren Penyatoran Penyetoran 

LPJ f I
Administratif 

· LPJ 
· Fungsional -· .· .' . 

Laporon :: ~ 
. . .. .. '. 

Disampaikan Kepada f -: Lapor.. 
1. KepalaDIPENOA · : DlsampalS\ · 2. Bidang Panagihan · :· 3. Arslp · i~:=· · (Selesai )• 

: PllIlllgl'an 
3. ArBip 

I 

BUPATI LAMPUJlG SELATAN, 



LAMPlRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : ~2j 
TANGGAL: :'>0 9l.rem ~fr '2..01-3 

BAGAI'I ALUR PERMOHORAII AIIGSURA!I PEMBAYARAII KEWAJIBAR PERPAJAKAR 
DAERAH
 

WAJIBPAJAK BIDANG PENAGIHAN 

~ 
SuratS,"" 

PermohonanPermohonan
 
Angsuran
Angsuran 

-~ 

PenelitianI 

Buku Reg. ~ 
Pennohonan 

S,"" 
Hasll Penelitian 

Angsuran 

Perrnchcnan 
Angsuran 

'--

Pembuatan I 
PenolekenI 

S,"" S,""• 
Penolakan Penolekan 

PerrnchcnanPermohona~ 

I Pembuatan SPA 

Surat Perjanjian I 
Angsuran (SPAU 

Surat Pe~anjjan I 
Angsuran (SPA) 

•Pembuatan I 
DattarSPA 

r ~ 

Daftar SPA I 

Surat Pe~anjian J 
Angsuran (SPA) 

( seieeel ) 

KEPALA D1PENDA BIDANG PEMBUKUAN 
DAN PELAPORAN 

TOK 
DISETUJU? 

YA 

Surat Pe~anjian J 
Angsuran(SPA) 

• 
I Otorisasi I 

Surat Pe~anjian J 
Angsuran (SPA) 

[ Daltar SPA I 

SUPATI LAMPUNG BELA 

Rye OZABZP 



LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR <;;4 
TANGGAL ";0 i7('.ftll1~l'- 1-013 

BAGAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

WAJIB 
PAJAK 

( 
$,,= 

P..,rnl<)h·~r,,,r, 

P",,,.,,,d'l"'''' 
P"lmt>,.":.... ,... 

) 

BIDANG 
PENAGIHAII 

";'J.-on 
P",,",,ohQ"'3n 
P",r.\JfId33f1 

P",mb31'3r.l1r, J. 

KEPALA DINAS 
PENDAPATAN 

DAERAH 

BIDANG 
PElIIIBUKlJAN 

(10 

PELAPORAN 

SEKSI 
PENAGIHAII 

PAJAK (10 

RETRIBUSI 

, 
E!u~1J Ro!'olI I 
P~rmot..:·f'>3" I 
P"r"....,oj;un i 

S'Jr;r'I P""rrn.;.h.;.r;3f1 
P",r''.Jnd''''f1 

P",IT,t'o31'3r:Jn 

Suf'3'1 P;;r$",tu/u3nl 
P",n..mdaan i 

P",mbclo\,,",,,,, 
P",n'Jr,.,b3n 

P..mt>3~"'r.ln) 

031l3r
PH5"'!",,,,,,,. 
P",r"Jr"j"",., 

D"ll"r 
P"'C;;t'~_;'~3" 
P"'''''Jrp:uar, 

BUPATI LAMPUNG SELA , 

RYCK.qrlm(coZA SZP 



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR , <;4 
TANGGAL, 'lD Dl>~""1/." 2D1-? 

IIAGAl'I ALUR PEMBUKUAR DAl'I PELAPORAR 

BIDANG PENETAPAN BIDANG PEMBUKUAN & PELAPORAN 

I Mulai l 
I 

Daftar SPTPDI 
SKPDI SKPDKBI 

SKPDKBTI 
SKPDNI SKPDLB 
dan Daftar STPO 

1 
I 

Pencatatan 

Buku Jents PaJak 
(Kolom Penetapan) 

/'
SKPDI SKPDKBI SKPDI SKPDKBI 

SKPDKBTI SKPDK8TI 1SKPDNI SKPDLB SKPDNI SKPDLB 
dan STPO dan STPO '91 

lPencatatan 

1 
/' 

Buku Jenla Pajak 
(Kolom Penetapan) 

--r 
[ Selesai I 

BUPATI LAMPUl'/7 
RYe OZASZP 



LAMPlRAN XII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : ~4 
TANGAL : go 1?'1SeJM~er '2.617 

BAGAI'l ALUR PEMBUKUAI'l PENERIMAAIl 

SEKSI PEMBUKUAN. PENERIMAAN DAN 
SEKSI VERIFIKASI PERSEDIAAN 

I Mulai I 
1 

1. Buku Pemb. 
Penerimaan 
Sejenis 
2. Daftar Bukti 
Pemindahbukuan 

1 \-;j
I Pencatatan 

~ 

/' 
Buku Jenis 

Retribusi (Koom 
Penyetoran) 

SSPD 
SSPD 

,/ '-- Bukti 

V'- Buktl Pemindahbukuan 
Pemindahbukuan 

Pencatatan 

~ 

Buku Jenis Pajak 
(Kolom Penetapan) 

.j. 

[ Selesai ] 

BUPATI LAMPUI'IG S AI'l, 



LAMPlRAN XlII PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR "64 
TANGGAL 30 [/Q,tM~ev- 2013 

BAGAN ALUR PELAPORAll ATAS PEMBUKUAN DAN PENYETORAll 

.,DIllIGIlIDAl'1G BEPALA DIRAS UBSl PBIIIIAGlBABBID. PEMB11KUAlI • PELAPORAJII 
PEliBTAPAII PElI'DAPATAJI DAERAH PAJAK. KS'Uu8Ul!II PENAGIHAB' 

... ..,( 
+ 

Uf. Jdt n".JeHP."1I.-' ·T..... "".11 .T~." 
'''''H~''''_'''' ·11""·..• ....."I-·-q,--.· I-··q,,, ,
I_·,~t_" .... " 1"",-'0. .. .. 

O:lfD'
P-'-'q,-.•. ..-.- ..", -. 

Tu),).l1.--. .. 
J_H P.-\l.lI. 

11"'.-. '_,,",xl 
'_I,,~..J.ll , I

",.~,I(I> D."',1I " 

o,~, Pd_q.,,_
 
P_'·IIH.-"" _,,,
 
T .. --':! h,
J_, :•. 

.... __'..U_ P:I."
·T_.'._'.."' . 
I,"L. P- ..· . 

-", .. , 
.,,~., ~.la

P_,,, ...=. D=>1b' "">'"I-.r_, " 
P-."~ '" ,-;_,-.,."

•
'-'."'&c." 

• 
P_alt"" 

-:~~::,' 

L 

,--". ,.... 

,~, I 

BUPATI ANt 

Rye 0 MENOZA SZP 



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR , <;4 
TANGGAL, <;0 Do,.", 17, v 2D I" 

BAGAN ALUR PROSES PERYELE8AIAIl KEBERATAN 

WAJIB PAJAK 
SEKSI 

PENDAFTARAN & 
PENDATAAN 

SEKSI 
PERHITUNGAN & 

PENETAPAN 

KEPALA DINAS 
PENDAPATAN DAERAH 

BUPATI 
BIDANG 

PUMBUKUAN 
&PELAPORAN 

B1DANG 
PENAGIHAN 

( ",'" ) 
j. 

sum 
P<!FTn<lhonan 
K<!b~,,,,,," 

SKPenol::J.._. 

SU'al 
P<!,mohOllan 

I;ebe'atan 

-j. 

Bulu Res Srt 
P<!FTn<lhon;m,-

S 

Penelitian 

1 
I..ap.H..fI f-P<!nO'lI,lan 

I ~urat 

-.nohOllan 
KeCe,atan 

I 
DilandiltllDsani Bupati 

lJIp. """~ 
PMelitian 

m 
P<!'mollonan 

K<!be::-

IPembuotan 
Pmimbanpn 

sum 
_banpn 

dilertrna a'au 

'Idak-Surat'PlmiiOhonan....~ 

-
P<!lI'bualan51{ 

1 
Sf: Penola;:,j 
bb..,nan 

I Pembuatan SK 

T 

Sur.ot 
P<!rt1mMnsan 

diterima at<ou 

'idak 

Su",' 

P<!mlono""n 
Keberatan 

v~ 
r-; 

---
y 

SKKebe~ 

1 
( Fin;oh ) 

r-
rBUkuRes. SIt 
~_. 

I 
SK Dilandatangl'nj BUJ' 

Sf: Kob<!ratan I 

..J 
SKbbl!raI>in 

-
5Uob<!j 

BUPAT! LAMPUl'I'G SELATAN. 

RYCK:!HmrOoZA SZP 



LAMPlRANXV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR ,'+ 
TANGGAL: :'0 DeseV1/lb7t'( '2..0/3 

BAGAN ALUR PENAGIHAN
 

BIDAl'IG PENAGlHAI'l 

( Mula; ) 

"'"' Tungakan 

PerWP 

Olah Data & Pembuat:ln 

SrtTeauran 

Pembuatan 

SUratTeguran 

KEPALA 
DlPENDA 

WAJlBPAJAK 
SEKSI PEMBUKUAN, 
PENERJMAAl'I,DAl'I 

PELAPORAl'I 

Jr 

Otorisasl 

Daft:lrSurat 

T~uranfSrt 

Paba 

Surat 

Teguran 

,,~ 

~ndaH 

'"~ 
Teguran 

BUPATI LAMPUNG SELA)"N' 

RYCK MENOZA SZP 



LAMPIRANXVI , PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 
NOMOR ~f 

TANGGAL , W Dlrel\A~u- 2-0 13 

BAGAN ALUR KEGIATAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA
 

BWA1'IG PENAGIHAl'I 

D,It" 
Tunggakanl 
SuratPaksa 

c_______ 

Daftar Sural 
Tegurarl!Srt 

Paksi! 

~ 
V ~ 

BWA1'IG 
KEPALA WAJIB PEMBUKUA1'I 
DIPENDA PAJAK & 

PELAPORA1'I 

Surat,... 
Peksa 

Otnrlsasl 

5"", 
Paksa 

5,,,, 
PaksaPaba ~ 

( Mulai ) 

• Pemubhan Surat 
reguran Yang Belum 

Dilunasl dalam 21 Hari 

.1.
 
pembcatan 
Surat Paksa 

T
 
Surat 
P,'" 

Surat

"...
 I 

I 

"""
Kendall 

BUPATI LAMPUNG SELAT ,
 

RYCK MENOZA SZP 



LAMPIRAN XVII,	 PERATURAN BUPATlLAMPUNG SELATAN 
NOMOR , <;4 

TANGGAL ,30 1::IJ~,~bov- 261" 

BAGAN ALUR KEGIATAN PENAGlHAlf DENGAN SURAT PERINTAH 

BIDANG PENAGIHAN 

"'''',
Tunggakanj 
Surat Palesa 

c_______ .. 

DaftarSPM 
Penyitaan 

7	 

Mula] 

Pemulihan Surat Teguran 

YangBelum Dilunasi 
Dalam 2 I 24 Jam 

J. 
Pembuatan 

SIM Penyitaan 

l 
Surat
 

Penyitaan
 

Sural 
Penyitilan f-

Kartu 

Kend.,1i 

KEPALA DINAS 
PENDAPATAN 

DAERAH 

JURU SITA 
PAJAK 

WAJIB PAJAK 

I 

SPM 
Penerteen 

Otorisasi 

S,'" 
Penyitaan 

I 

f-

SPM 
Penyitaan 

Pelaks Penyitaan 

BA 
Pelaksanaen 

Sita 

SA 

Pelaksanaan 
Sita -

$ 
Lap. Pelaks. 
Penyitaan 

l S.I~" ) 

0Paksa 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

RYCK 



LAMPI RAN XVIII,	 PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 
NOMOR , (:1 
TANGGAl, W DITUM In r 20 f 3 

BAGAN ALUR KEGlATAN PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN LELANG 

KEPALA DIPENDASEKSI PENAGIHAN BUPlN/KPKNl 

( Mulal 

Oa#tlrSPM 
Peoyitaan 

, Pembuaten SPP U!lanll 
,-------. Ileblh d,lr;14 hariSejak 

SPMPenyttaan) 
Penyitaan 

I Otorlsasi 

Sural 
Pensitaan -

surerSurat 
PernerintabenDaftarSPP Pemerintahan 
Plaks.Lella"!...Lelang Plaks.Lellang 

SPM 
Penyltaan 

~ 
Memeriksa waktu Pengumuman Lelar'lg 

Ieiang yang disetujui 
Permintaan

Kepala DJPENDA 
Penegasan

Penyiapan Berkas ! 
WP Pelaksannnlio1anll 

(5esuai waktu yang 

ditepirtkan) 

( Finish ) 

BUPATI LAMPUNG SELATAN.
 



LAMPIRAN XIX: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR ~.q_ 

TANGGAL ~C l/ese-11A f?e r 2.DI J 

BAGAN ALUR KEGlATAN PENCABUTAN PENYITAAN DAN PENGUMUMAN 
LEUNG
 

BmAJlG PEJlfAGIHAlI 

KEPALA DINAS 

PElfDAPATAJl 

DAERAH 

JUKU SITA PAJAK 
WA.JIIl 

PAJAK 

BUPLN I 
KPNL 

I 
EIerilaAc:il", 

~b"",n 

Pen";l3'" 

P...I<sa......" 
PerlCab"t.an PenyitbanII 

r'r---

i>emb...atanSu"'l 
Pencab"","Pe"~ila.n 

Sura' PencabLltan 
P"""b.n 

S"",tPelll:ilbul;m
P..,,"""n 

"' """"rim 
"" 

S<!jo"r. 

( ".0> 

~---. 

SuratSrt 
Pencalxrt.Jn 
P"nyilaan 

1 
MonilorJng Pembo,.ran 

WAJIB PAW: I 
SnPencalxrt.Jn 
Pel\illl!'Tluma" 

".~ 

lap. Pelab. 
~b,"'m 

"."I'it..." -
Pemc"...."!'.rI P",u:"bUlan 

Pe"ll-l.elang I 
SIt P""""blllil" 
P"'Ill"",,,rna" 

Lelal\il 

] SrtPe....bLltan 
"""ll"",,,,,,"n 

l.ela"S 

-
SIt Pencobutan 
Pe'lilurnuman 

!.f,lang 

5n.~b"",n 

~urnum.n 

".~ 

SIt. Pen..b""," 
""nsumuma" 

".~ -
I 

OaftarSrt 
~buton 

",,,,g.l.elans 

~.n" 
Kenctlll 

1 

Bent..."rt, 
""ntabulan Inl 
Pengumum.n 
,el.ngtakjadi 
laksanakan 

BUPATI LAMPUNG BELATAN, 

RYCK 



LAMPIRAN XX,	 PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 

NOMOR j;~' 

TANGGAL , 90 DQHLM~H 2013 

BAGAN ALUR KEGIATAN PEHAGIHAN DEHGAN SURAT PERINTAH 
PEHAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

BIDANG PENAGIIIAN KEPALA DINAS 
PERDAPATAJIf 

DAERAH 

JURUSITA 
PAJAK 

WAJIB PAJAK BmAWG 
PEM!lOKtJAII' clan 

PELAPOILU 

( Mulai 

1/ 
Buku 

penertmaan,,, 
Penvetoran , 

) 

I 

~. Olah Data dan 
Pembuatan Daftar 

S5P5 dan S 

SSPS dan S 

S$P5dan S SSPS dan S. 

-r -~ ~ -
SSPS dan S 

-
otcruest 

1 
I "1 

pelaksanaan 
Penagihan Seketika 

dan Sekaligus 

sSPS dan S - SSPS danS 1 

Dattar SPPS 
danS 

-
taporan 

~Iaksanun 

SPPSd3n~ 

taporan 
Pelaksaan 

SPPS dOl'" S 

. 
tape-an 

Pelaksanaan 
SSPS dan S 

1 

selesat ) 

BUPATI LAMPUNG SELAT • 

RYCK MEHOZA SZP
 



LAMPI RAN XXI: PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 
NOMOR ,4 
TANGGAL : 'JO Dlrt\l.l be r 2013 

BAGAN ALUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN & PENGHAPUSAN I PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

W'A.JlB PAJAK 
SEKSI KEBERATAJII 

eae BANDING 

KEPALA DIRAS 

PERDAPATAII 

DAERAH 

SEKSI 

SEKSI PBIIDATAAB PBMBtJKUAlI, 

dan PERDAFTARAR PENERDllAAJI. DAII 

PERBEl)LWI 

( Mulai 

Surat 
perrncbcnan 

S,,., 
Permohonan 

Bk.. Reg. 
Permohonan 

Pllnl/litian 
Permoh<man ateu 

Pemak~Mn 

Konfirmasi 
Laporan Hasil 

Penelitian 

S< 
Penelakan"Penolakan 

v 

Bk. Reg. SK 
Pembetulan 

T 

SK 
Penolakan -,, 

S,,., 
Penolakan 

,
.: 1 

/ ~'----T----+----t--+----I 
I - - _.i - - ~ "---~ 
I Dltandatangani I 
I Bupati I 

I I 
- - --:: - 

"Pembetulan 

SK 
Pembetulan 

1 
Bk.Reg. SK 
pembetuian 

SKt-_+ --/_f-i_Pembetulan 
SK 

Pambatulan 

(selesai ) 

BUPATI LAq7 ' 
RYCKJ MENOZA SZP
 



LAMPIRAN XXII :PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR ~4 

TANGGAL : .0 De,Q"'l17Q or 2D13 

BAGAN ALUR PEMOHONAN PENGEMBALIAN 

SEKSI PENDATAAK clan BIDANG 
PENETAPAN 

51(DlB -
1 

Iotcrtsesr 

1 

SKDLB-l 

~ A 

SIDANG 
PENETAPAN PE1'fAGIHAN 

( Mulai ) 

1 
50'" 

Permohonan 

1 
Pemeriuun etas 
Srt Permohon;lln 

1 

lapol'1ln Hasil
 
Pemenksaan
 

Perhitungan/ 
eenetepan 

J. 
Nob
 

Pertutungan
 

T NP> Htg 
Pjle? 

Y
 
Pembuatan
 

aunt Pb J. 
J. Pembuatan 

..I 
aunt 

Pernindahan I-Buku
 
SKDLB
 

~\-T:m:";;;~"; ~ 
I untuk Seksi I I
 
" Akuntansi dan
 
:1 Peleperan I
 

SICDWI -------I 

B 

WAJIB 
PAJAK 

suret 
peemohonan 

lConfirmasi 

DaftarSPM 
Penyitaan 

Bukti 
Pemindahan 

Bukuan 

SKPDUI 



SEKSI 
PERDAPATAl'I dan 

PENETAPAl'I 

A 

1 
Proses Penerbltan 

Sf>MKPD 

SPMKPO 

-

SPMKPD 

-
I 

KEPALA 
DINAS 

BUPATI PENDAPATAl'I 
DAERAH 

SPMKPD 

I Otorisilsi I 

5PMKPD 

-
SPMKPO 

r------
I Tembusan 

I Juga untuk Bank 

I Selcsi Akuntansj 

I dan Pelaporan 

..  - - -',-  ..: 
, , , , ,, 

BUD/KAS
 
DAERAH
 

SPMKPO 

-
Proses 

Penerblten 
5P20 

~ 

, 
SP2D 

f---,
 

WAJm
 
PAJAK
 

SP2D 

~.-

9 
Selesai ) 

SUPATI LAMPUNG SELA-;r---' 



Tanggal 

LAMPIRAN XXIII,	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
Nomor };..~", 

A. BENTUK FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

[Y:;;;:'<\
<",="-4) 
'~ 

, ..~ Telp. 0727 321302\,t:---=-".--
Nama 

Alamal: 

NPWPI: 

Menyetor berdasarkan *J 

No 

Dengan huruf 

Ruang untuk Teraan 

Kas RegisterjTanda tangan 

Petugae Penerima 

PBMBRlHTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN' 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
Jl. Ko!. Mustafa Kemal No. 45 Kallanda 

.. 

SSPD
 
(BURAT BETORAIf PAJAK DAERAH) 

Tahun : .........................
 

I I I Io I I I I	 o:::::J lCIJ 

CI SKPD CI 
CI SKPDKB CJ 
CI SKPDKBT CI 
CI STPD CI 

Masa Pajak: .............. Tabun: .......... No.Urut: .......
 

Ayat Jenis Pajak 

.Jumlah Setoran Pajak 

I 

Diterima Oleh : 

Petugas Tennga Pembayaran 

Tanggal 

Tanda Tangen : 

Nama Terang . 

SPTPD 

SK 
SK Keberatan 
Lain-lain 

Jumlab 
Ru 

I
 

.................. Tahun .......... 

Penyetor 

(..............................)
 



B. BENTUX FORMAT SURAT PEMBERlTAHUAN PAJAK DAERAH RESTORAN 

.PEMERllI:TAH KABtJPATD LAJltP'UKG SELATAN 1'40.	 . .....................
 ,. y~;;;" . Masa Pajak : .....................
DIIfAS PENDAPATAN DAERAH
~-~" 

JL Kat. Mustafa Kemal No. 415 Kalla.nda~. Tahun Pajak : .....................
 
Telp. 0727 321302

I~, .. ' 

S PTPD 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK RESTORAN 

N.P.W.P.D	 Kepada Yth. 
............................................o I I I I I I II [I] CIJD 
............................................
 
~ ...........•.........•.••.••.••.•••••••••
 

PERHATIAN :
 
L Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulia dengan huruf CETAK
 

2.	 Beri nomor pada kotak yang tereedia untuk jawaban yang diberikan 

3.	 getelah diisi dan dltandatangani, hemp diserahkan kembaJi kepada Dines Pendapatan Daerah
 

paling lambat pada tanggal ....................... (Official Assessment)
 

dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assessment)
 

4.	 Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatae akan dilakukan Penetapan secara jabatan 

untuk WP yang berdasarkan Official Assessment dan Denda untuk WP yang berdasarkan 

Self Assessment. 

A. DUSI OLEH PEIfGUSAHA RESTORAN 

1.	 Restoran 

Meja YangTersedia Jumlah Kursi Jml.Pengunjung rata-rata per hari 

2. Menggunakan Kas Register 0	 1. Ya 

0	 2. Tidal< 

3. Mengadakan Pembukuan / Pencatatan	 1. Ya0 
Cl 2. Tidal< 

B. DUSI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMEIfT 

L	 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa (akumulasi dari ewal Masa 
Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu l : 

a.	 MasaPajak Tgl .................... sid Tgl ................
 
b.	 Dasar Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterima) Rp.........................
 
c.	 Tarlf Pajak (Sesuai Perda] •••••••••••••••••• 0/0· 
d.	 Pajak Terutang ( b x c ] Rp.........................
 

2.	 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang
 
(lampirkan foto copy dokumen) :
 

a.	 Masa Pajak Tgl .................... sid Tgl ................
· 
b.	 Daser Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterima) , Rp .........................
 
c.	 Tarif Pajak [Sesuai Perda) · •••••••••••••••••• 0/0· 
d.	 Pajak Terutang ( b x c ] Rp .........................
 

No. 

1. 

2. 

3. 

http:�.........�.��.��.��


C. DUBI OLEH PENGUSAHA RESTORAl'l OFFICIAL ASSESSMENT 

1. MasaPajak Tgl ....................... sid Tgl ..................... 

2. Dasar Pengenaan {Jumlah 
Pembayaran yang diter . Rp ............................. 

D. PERNYATAAN 

Dengan rnenyadari sepenuhnya akan segala akibat termaeuk eangai-eangai sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebu 
diatae beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelae. 

..........................• 20 ... 
Wajib Pajak 

Nama Jelas 

E. DUBI OLEH PETUGAB PENERIMA DIPENDA 

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki 

l. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) 
2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) 

Diterima tanggal 
Nama Petugas . 
NIP 

(....................)
 

----------------, ,..._.,~-j,-,-, ._----------------

No. SPTPD: 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

TANDA TERIMA 

..................................•••••....................••••••••••.............••••••.• 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

... .. -. 
YANG MENERIMA, 

20 ..... 

( -.) 



--

L 

C. BElI'TUK FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH HOTEL 

PEIiIERlNTAH KABUPATEIi LAMPtJIfG SELATAIf No.SPTPD : ...................... 
DI1'IAS PElI'DAPATAN DAERAH Masa Pajak · .....................
 
JI. Kol. Mustafa Kemal No. 45 KaUanda Tahun Pa.lak · 

u ........ u .........
 ·~ · Tell>. 0727 321302 

S PTP D
 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 

PAJAK HOTEL
 
N.	 P. W. P. D Kepada Yth. 

CJ	 CIJ c::::r::::I:J •..••••.•.••••••.••.•.......................
 
............................................
 
eli .........................................
 

PERHATIAN : 
1.	 Harap diiai dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CErAK 

2.	 Beri ncmcr pad.a kotak [Jang tersedla untuk jawaban yang diberikan 
3.	 Setelah dii3i dan dltandatangani, harap dlserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah
 

paling Iambat pada tanggal •••••••.•••••••.•••••.• (Official Assesllffient)
 
dan tanggal :20 bulan berikutnya (SelfAssessment)
 

4.	 Keterlemberan Penyerehan dati tanggal tersebut dietae rotan dilakukan Penerapan secara jabatan
 
untuk WP yang berdasarkan Official Assessment dan Denda untuk WP yang berdaoorkan
 
Self Aesesament.
 

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL 

I.	 Golongan Hotel 01 Bintang Lima 06 Melati Tiga
 
02 Bintang Empat 07 Melati dua
 
03 Bintang Tiga 08 Melati Satu
 
04 Bintang Dua 09 Ekonomi
 
05 Bintang Satu 10 Lainnya: .......
 

2.	 Tarif dan Jumlah kamar hotel: 

No. Golongan Karner Tarlf (RO.) Jumlah Kamar 

1. 

2. 

3. 

3.	 Menggunakan Kas Register D I. Ya
 

D 2. Tidak
 

4. Mengadakan pembukuan / pencatatan	 D 1. Ya 

2. TidakD 
B. DIISI OLEa PENGUSAHA HOTEL SELF ASESSMENT 

JumJah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal 
Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) ; 

a. MasaPajak	 · Tgl .................... sid Tgl ................
 
b.	 Dasar Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterima) RO· ........................
 
c.	 Tarif Pajak (Sesuai Penial .•........••...... 0/0
 
d.	 Pajak Terutang ( b xc) : Rp .........................
 

2.	 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa. Pajak sekarang
 
(lampirkan foto copy dokumen) :
 

a.	 MasaPajak Tgl .................... sid Tgl ................
 
b.	 Dasar Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterimaj : Rp.........................
 
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	 · .................. %
· 
d.	 Pajak Teruteng {b x c I · Rp.........................
· 

http:�........��
http:�..����.�.������.��.�


C. DUSI OLEH PENGUSAHA HOTEL OFFICIAL ASSESSMENT 

1. MasaPajak . Tgl ....................... sid Tgl ..................... 

2. Dasar Pengenaan (Jumlah 
Pembayaran yang diter: . Rp............................. 

D.PERl'IYATAAIf 

Dengan menyadari sepenuhnya akan aegala akibat termasuk eanget-eenget sesuai dengen ketentuan perundang
urmangan yang berlaku, saya etau yang seya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diata 
beserte Iampiran-lampirannya adalah benar, Iengkap dan jelas. 

........ .................. , 20.... 

Wajib Pajak 

Nama Jelas 

E. DUSI OLEa PETUGAS PEIIERIMA DIPEIfDA 

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki 

1. Official Assessment [dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) 

2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) 

Diterima tanggal · · 
Nama Petugas · 
NIP 

(....................) 

_________________ .... ~, __ .J,_,_, • 

No. SPTPD: 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

TANDA TERIMA 

..............................•..............................•••••••••................•••• 

.......................................................................................... 

............... ............, 
YANG MENERIMA, 

20 .... 

(............................) 



L 

D. BEIiTUK FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH REKLAME 

;l
No.SPTPD , ..................... 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Masa Pajak , .....•.....•.........
 
oIL Kol. MWlta!a KemalNo. 45 Kaltapds Tahun PeJak , .....................
 
Telp. 0727 321302 

SPTPD 
(SURAT P.EMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK REKLAME 
N. P. W. P.D Kepada yth. 

I I I I I ......................................CJ I	 cc::c:J I c:::c::::J ......................................
 
di ...................................
 

PERHATlAN :
 
Harap diisi d.ala.m rangkap dua (2] ditulis dengan huruf CErAK
 

2.	 Beri nomor pada kotak [Jg terned.iB. untukjawaban yang diberikan 
3.	 Setelah diisi dan ditandatBngani, hanlp dreernhkan kembali kepada Dinas Pendapata-"l Daerah
 

paling lambat pede tanggal ........ , ........ .... (Official Assessment)
 
dan tanggal20 bulan berikutnya (Self Assessment)
 

4.	 Keterlambatan Penverahan dart tanggal tersebut dlatas akan dilakukan Penetapan secara jaoatan
 
untuk WP y>mg berdasarkan Official ABlleflflment dan Denda untuk WP yang berdB,sarkan
 
Self Assessment. 

1.	 Data Ob ek Paiak 
No Jenis Reklame dan
 

.Judul
 
ILihat Kereraneanl
 

Jenia1. C 
Judul 

...........
 
.Jenis2. C 
Judul 
.............
 

3. J=is C 
Judul 
...............
 

4. Jenis C 
Judul 
-............. 

5. Jenis C 
Jud\.ll 
........... 

Keterangan : 
.Jenis Reklame 

Lokasi Ukuren 
Pemeeangan 

...,., .. P	 .... m 
L ...... m 
T ... __ .m 
P _._ ... m 
L ... .. m 
T ....... m
 

...... P ...... m 
L ...... m 
T ..... _.m 

H' ...... ,••. P ...... m 
L ...... m 
T ....... m 
P ...... m 
L 

···"'·H'" 

"'H.m 
T	 ..... m 

1. Reklame papan/bilbordjmegatron 
2. Reklame kain 
3. Reklame mdekat (stiker) 
4. Reklame seleberen 
5. Reklame berielan termasuk ada kendaraan 

A. DIISI OLEB WAJIB PAJAK 

Jumlah 

..........
 

........
 

..........
 

",",,,/ 
,Jangka Waktu 

,/d 
.. .... 

,/d 
... 
... ........ 

,/d 
....... ..... 

,/d 
............. 

./d 
HH ..... ... 

6. Reklame udara ujeuran : 

7. Reklame Suara P · Panjang 
8. Reklame Film/ Slide L · LobM 
9. Reklame peragaan T · 1'inggi 

B.PERNYATAAN 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segaia akibat termasuk sanksi-sankai dengan ketentuan perundang-undangan yPlll! 
bedaku, aaya ateu yang saya beri kueee menyatakan bahwa apa yang telah katni beritahukan tersebut diataB bl"gewlampican
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.. 

.......................... Tahun .............. 
Wajib Pajak 

Nama Je:tas 

.
 
-ra..... cera pertutungan uan penetapan yang en 

1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) 
2. Self Assessment (menghltung dan menetapkan pajak eendiri] 

Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 

, , 
, 

(....................) 

---------------------------- -----------_.
 
No. SPTPD; .....................
 

TANDA TERIMA 

,NPWPD	 ............................................................... ....................... ..
_

NAMA , ............................. -. -..........................................................
 ,ALAMAT ......................... -...............................................................
 
............ ............... 20 ....
 

YANG MENERIMA, 

(.............................)
 



E. BERTUK FORIIIlAT SURAT PEMBERITAHUAli PAJAK DAERAH TAMAlI HIBURAR 

No.SPTPD , ..................... 
DINAS PEIIDAPATAN DABRAB 
PEMERINTAB KABUPATU G l:!lI!iLATAN 

Masa Pajak , .....................
 
.n. KoL Mostafa Kemallllo. 45 Kallanda Tahun P8Jak , .....................
(i) 
Te1p. 0727 321302 

SPTPD 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK HlBURAN 
N.P. W. P. D	 Kepada Yth, 

I I I I	 I I ......................................
CJ	 c:::c::c::J I c:::c::c::J ......................................
 
di ...................................
 

PERHATIAN : 

1.	 Harap diisi dalam ~ua (2) ditulis dengan hwuf CETAK 
2.	 Beri nomor pede, Iwtak yang tersedla untnkjawaban yang diberikan 
3.	 Setelah diisi dan ditandatHngani, harap dieerahkan kembali kepada Dinas pendepetan neereh
 

paling 1ambat pada tanggal ...•••..•...•..••••••.. (Official Aa.ge~ent)
 

dan mnggu.L 20 bulan berikutnya (Self J\ssessmen1;J
 
4.	 Xeterlambatan Penyerahan dmi tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secere jebeten
 

uotuk WP yang berdasarkan Official Assesament dan Denda untnk WP YBDg berdaserkan
 
Self A!;!ie!isment.
 

A. DDSI OLEII WAJIB PAJAK 

1.	 Hiburan yang diselenggarakan 01 pertunjukan Film
 
02 Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 
03 Pagelaran music dan tari
 
04 Diskotik
 
05 Karaoke
 
06 Klab melam
 
07 Pennainan bilyard
 
08 Permainan ketangkasan
 
os Panti Pijat/Mandi uap
 
10 Pertandingnn Ojahraga
 
11 Hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daernh
 

yaitu : ........................ ........
 
2.	 Harga tanda masuk yang beriakU
 

- Kelas ................................ Rp .......••.•.......•.•....
 
- Kelas ................................ Rp ..........•..............
 
- Kelas •............................... Rp .........................
 

3.	 Jumlsh pertunjukan rata-rata pada uart biasa , ..................... kali
 
Jumlsh pertunlukan rata-rata pada bart libur/minggu ..................... kali
,
jKhusus untuk Pertrrnjukan Film, Kesenian dan sejenianya, Paiol;e1aran Musik dan Tari) 

4.	 Jumlah Pengunjung rata-rata pada hari biasa
 
Jumlah Pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu
 

5.	 JumJah Meja/Mesin , ........................ buah
 
(Khusus untuk Billyard, Pennainan Ketangkasan)
 

6.	 Jumlah Kauwr/Ruangan; ................... Buah
 

(Khusus unruk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke)
 

7.	 Apakah perusahaan menyed.iBkan karcis bebas [free] kepada orang-orang tertentu :
 

C 1. Ya
 
2. Tidak
 

Jika YAberapa jumlah yang beredar : ..................... bush
 

8.	 penjualan kartis dengan mesin tiker : C 1. Ya 
2. Tidak 

9.	 Melaksanakan Pembukuarr/Pencairan C 1. Ya 
2. Tidak 

B. DnsI OLBB PBNGUSAHA BlBURAK SELF ASESSIIElIT 

1.	 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebeluwnya (akumulasl dari awal
 
Masa Pajak dalam Tshun Pajak Tertentu) :
 ,8.	 Mass. Pajak Tgl .................... sId Tgl ................
 
b.	 Daear Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterimal , Rp...............•.........
 
c.	 Tarn Pajak (Sesuai Perda) , .................. 0/"
 
d.	 Pajak Terutang ( b x CI , Rp.........................
 

2.	 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak: sekarang
 
(lampirkan Coto copy dokumen) :
 
8.	 Masa Pajak Tgl ...•••...•••....••._sId Tgl ................
 
li.	 Dasar Pengenaan (Jumlah
 

pembayaran yang diterima) , Rp.........................
 
c.	 Tarn Pajak (Sesuai Perda) , .................. %
 
d.	 Pajak Terutang ( b x c ] Rp ....................••...
 

http:Rp....................��
http:���...���....��
http:Rp...............�
http:��.�.......�.�
http:���..�...�..������


C. DDSI OLD PEIIGUSAIIABIB01lA!I' OFFICIAL ASSESSMENT 

l. Masa Pajak Tgl ....................... sid Tgl ..................... 

2. Daear Pengenean (Jumlah 

Pembayaran yang diterimaj Rp. ............................ 

. 
Dengan menyadari eepenuhnya akBn segaIa akibst tennaauk sanlasi-sank!!ii dengan ketentuen perundang-undengan yang berlaku, 
aaya stall yang saya ben kuasa. menyateken bahwa apayang telah kaml beritahukan tereebut diatas beserm.lampiran-lampirannya 
adalah bener, lengkap dan jeres. 

.......................... Tabun ....... ...... 

Waji.b Pajak 

Nama Jelas 

Eo DDSIOLEB PETUGAS PEIIERDIA DIPBJn)A 

Tata cam perhitungan dan penetapen yang dikehendaki 

l. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) 

2. Self Assessment (menghitung dan menetapkan pejak sendiri) 

Dnenma tangge.1 , 
Nama Petugas , 
NIP , 

(..........••...•••••J 

GlJnting dis;n; ------------------ ._---------------
No. S.PI'PD : .................... 

TAllI"DA TBR1JI1A 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

, 
, 
, 

........... ...... ................................ .................. ... ................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
..........................., 20 .... 

YANG MENERIMA, 

(.............................) 



F. BEIITIJK FORMAT SURAT PEMBERlTAHUAI'I PAJAK DAERAH PEIIERAIIGAI'I JALAlI 

~ 

N. P. W. P. D 
I I 

1. 
2. 
3. 

4. 

L 

2. 

3. Volume 

4. 

5. 

,. 
No 

2 
3 
4 
5. e. 
7. 
8. 
9. 
10. 
B· 

Uitenme. tanggal 
Nama Perugaa 
WP 

No. SPTPD , ..................... 
DDiAB PEllIDAPATA!{ DAERAB 

PEMBlUNTAH KABUPATD LAllPUNG SELATAIf 

Masa Pajak , ..................... 
JI. Kor, Mustafa Kemal No. 4S KaUanda Tahon Pll,jak , ..................... 
Telp. 0727 321302 

SPTP D
 
ISURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 

PAJAK PENERAIIGAN JALAN
 

Kepada ve. 
...........................-..........
I I I I I c:::c::J I I I I I I I 
.................-..-.................
 
di ...................................
 

Harap Willi dalam rangka,p dua (2) ditulis dengan hunn CETAK
 
Ben ucmor- pada Imt[] yang tersedla untuk jawaban yang diberikan
 
Setelah diial dan ditandatangani, hanap dieerahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah
 
paling Iambat parla tangga] .......... _(Official Assessment)
 
dan tBngga120 bulan berikutnya (SeU AsseSSOlent)
 
Keterlambaten Penyerahan dan tanggal tenoebUl di8J:.B8 akan dilakukan Penetepan eecere jeceaee
 
unruk WP yang berdaearkan Official A!Ioge!lsment dan Denda untuk WP yang berdasarkan
 
Self Assessment.
 

L PLNAsal 'l'enaga Listrik	 lJ 
2. NonPLN 

.r. muuetnGclcngan Tarif	 lJ 
2. xumen Tangga 
;. 

"=~ 
4. ~ya 

L lJU vonlJ 2. :.!:.!u VOlt 
;. Lainnya 

Dava Ltstrtk lJ	 L 450 Watt
 
z 900 Watt
 
3. 1'00 Watt 
4. 1'00 Watt 
5. ,. 2200 Watt 

Tarif Liatrik net" KWH Rp 

Pe~naan Li8trikjtaksiraIl penggunaan llstrtk 

u toB Ian 
anuan 

Fehrnari 
M"'"
A=il 
Mel 
Junl 
.rcu 
AlTIlstus 
Setrtember 
Oktober 
November 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat tennasuk eankai-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
S2IJ3. arau yang saya beri kueea menyatakan bahwa apa yang telah Kami beritahukBn terseout maw beeerta lampirall-lBmpirannya 
adaJah benar, lengkap dan jeres. 

... ........ ........... . Tahun ........... ..
 
w~ib PaJak 

Nama .jetas 
oum 

p' _ 'I"'ne~an. '''IS' 
L Official Assessment (dihitung dan ditetapkan cleh Pejabat lJipenda) 
2. 8el1'Assessment (menghitwlg dan menetapkan paJak sendiri) 

, 
, , 

(... .......... - --.J
 

._----------------	 ------------------
No. SPrPD: ......................
 

TAIfDA TBR[MA 

,NPWPD	 ..........................................................................................
 ,NAMA	 ........................ ...... .... .................... -..................................
 ,ALAMAT	 ..........................................................................................
 
.............. ............, :.m..
 

YANG MENERIMA, 

I···..........................J
 



G. BENTUK FORMAT SURAT PEMBERlTAHUAl'l PAJAK DARRAH AIR BAWAH TAl'lAH 

~ 
N.P. W. P. D 

c:::J 

L 
2. 
3. 

4. 

Self A1I8e"lIIJlent. 

1. Jenis Sumber- Air 

2. Lokaai Sumber air 

3. 

adalah b=ar-, lengkap dan jelaa. 

aa =ap 

Diterima tanggal 
Nama Petugaa 
NiP 

-----------------

PEMERIll'rAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAIf 

DINAS PEIfDAPATAN DAERAH 

JL Kol. Mustafa Kemal No. 45 Kaliauda 
Telp. 0727 321302 

8PTPD 

Ho.8PTPD , .....................
 
Masa Pajak , .....................
 
Tahun Pajak , ..-..................
 

ISURAT PEMBERITABUAN PAJAK DARRAHj 
PAJAK AIR SAWAll TANAH 

Kepada Yth. 
......................................I I I CI:I::J 
......................................
 
& ...................................
 

, 
Harap diisi dalem rangkap dUll (2) ditulis dengan huruf CETAK
 
Ben nomor pada kotak Oang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 
Setelah diisi dan ditandatangani, harap dieerahkan kembali kepeda Diona Pendapatan Daerah
 
paling lambat pede tanggal ....................... (Official Assessment)
 
dan tanggal20 bulan berikutnya (Self Aseessmenn
 
Ketertambatan Penyerehan dari tanggal tersebut diataa akan dilakukan r'enetepen eecarajebeten
 
untuk WP yang berdesarkan Official xeeeesmect dan Denda untuk WP yang berdasarkan
 

e 1. Air aewen Tenah 
a. Air PermukaHn 

, ...................................................
 
............................. ......................
 

Volume air yang diambil ................ M3
 

(Lampirkan rincian jumlah pengambilan den tiap-tiap lokasi sumter air)
 

. 
Dengan ruenyedari ..epenuhnya aken eegala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan penmdang-undangan yang berlaku, 
eave atau yang aaya beri kuaea menyatBkan bahwe ape. yang telah karoi beritahukan rersebut diataa beserta lampiran-Iampirannya 

................. ........ Tahun .............. 
Wajib Pajak 

Nama Jelas 

. I 
1 ngan an pen P£U.1J" g 

1. Oftje.tal Aseeeement (dihitung dan ditetapkan cleh F'ejahat Drpenda] 
z. Self Assessment (mengrutung dan menetapkan pajak senctnj 

, 
, 

(....................)
 

------------------, 
No. SPTPD: .....................
 

TANDA TERIMA 

,NPWPD .... - .................. ....................... - ..........................................
 
.NAMA ......... ......... .... ...................................................................
 
,ALAMAT ..........................................................................................
 

........................, 20....
 

YANG MENERIMA, 

(.............................)
 



H. BEllTUK FORMAT FORMULIR PEl'IDAFTARAN WAJm PAJAK PRIBADI 

Nomor orm 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 
Jl. KoL Mustafa Kemalllo. 4S K.U8nda 
Telp. 0727 321302 

PE KABUPATER LAMPUlfG SELATAN 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK PRIBADI 

Keoada yth. 

ill.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
PERHATIAN : 
1. Harap diisi dalaru rangkap dua (2) dituhs dengan huruf CErAK 
2. Beri tanda V cece kotak l::Janp; tersedia untukjawaban yWlJOtdiberikan 
3. Setelah Fcrtnulir Pendaftaran ini diie.i dan ditanda tangani, harap diserahkan 

kembali keoade Dlnea Pendacecen Daerah Kab. Lampung Selatan 
Ian~aun~ eteu dikiriID melalui Poe paling lambat tan~al . 

, 
D WNI D WNA 

· 

· , 
· 
· 

, DKTP DSIM o PASPQR 

, 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1. Nama lengkap 
2. Kewarganegaraan 
3. Alamat tempat tinggal 

- Jalan/No. 
- Rf/RW/RK 
- Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten/Kotamadya 
- Nomor Telepon 
- Kode Pas 

4. Tanda Buku Diri 

5. No. Dan Tgl. Tanda Bukti Diri 
(Photo Copy dilampirkan) 

6. No. Dan Tgl. Kartu Keluarga 
(Photo Copy dilampirkan) 

7. PekerjaanjUsaha 0 Pegawai Negeri 
DPemilik Usaha 

8. Nama Instansi tempat pekerjaan 
atau Usaha 

9. Alamat (dari No.8) 

D Pegawai Swasta 

D 
O'NI/Polri 

....... ...... ., 20.... 

Nama Jelas 
Tanda tangan 

OIISI OLEH PENERIMA 
Diterima tanggal : 
NamajelasjNIP 
Tanda tangan 

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 
NPWPD Yang diberikan : 

D 0 
NPWPD yang diberikan : 

D 0 
Nama JelasjNIP 

------------------
Tanda Tangen 

-----------------
No. Forrnulir : 

TANDA TERIMA 

NAMA 

ALAMAT 

............ ... ............, 20.... 
YANG MENERIMA, 

, •••••••••••••••••••••••••••••J 



I. BENTUK FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJlB PAJAK BADAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	 Namor Formultr 

DINAS PElIDAPATAN DAERAR
 
Jt. Kol. Mustafa KemalKo. 4S Kalianda
 
Telp. 0727 321302
 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK BADAN 

xeceda Yth. 

eli	 . 

PERHATIAN : 

1.	 Harap diisi dalam rengkap dua (2) ditulia dengen hum! CETAK 
2.	 Ben tanda V pada kotak ~ang tereedre untuk.jewaban yang diberikan 
3.	 Setelah Fcrmulir Pendeftaran ini dlisi dan ditanda tangani, herep diaerahkBn 

kembalt keparla Dina!l peudepaten Daerah Kab. Lampung Selatan 
tangsuna eteu dikirim rnelalui Pos paling lambat tanggal . 

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN 
1.	 Nama &dan/Merk Usaha 
2.	 Alamat temnat tinggal 

- Jalan/No. 
- RT/RW IRK 
- Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten/Kotamadva
 
- Nemer Telepon
 
- Kode Pes	 : 

3.	 Surat izin yang dimilik (Photo copy Suret Izin haran dilampirkan) 
- Surat Izin Tempat Usaha No Tg} ,' 
- Surat Izin No Tgl . 
- Surat Izin No Tgl . 
- Surat Izin No T~ . 

4.	 Bidang Usaha [Harap dtisi sesual dengan bidang ueahanya] 

8 
CJ Biro Reklame
 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 
Hiburan
 
Hotel
 
Restoran
~ Lainnya yang tidak termasuk bidang tereebut diatas yaitu : 

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGEWLA 
5.	 Nama Pemilik/Penzelola : 
6.	 Jabatan 
7.	 Alamat Tempat Ti.n.lIJ;:aJ 

- Jalan/No. 
- RT/RW /RK 
- Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten/Kotamadva
 
- Nemer Teleoon
 
- Kode Poe I I I I I
 

8.	 Kew~iiba.n Pajak_ 
Pa jak Hotel 

_ Pajak Restoran 
C Pajak Hiburan
c:: Pajak Reklame 
~ Pajak Penerangan Jalan 
~ Pajak Parkir 
~ Pajak Air TB.I18h 
:: Paiak Sarang Bur-una Walet 

...........................
 
Nama Jelas 
Tanda tenean : 

OIlSI OLEH PENERIMA OIlSI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
 
Diterima tanzzal : NPWPD Yanz diberikan :
 
Nama jelas/NIP 
Tanda tangan 

N PW PU yang oroenaan : 
Nama Je1as/NIP 

Tanda Tangan 

----------------_.	 ----------------
No. Formulir : 

TAl'IDA TERIMA 

NAMA 

ALAMAT 

........................... , 2013 
YANG MENERlMA, 

l············ ....···......····} 



L 

J. BENTUK FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

; P!::M!::RINTAH KABUPATEH LAMPUNG SELATAN 

DlNAS PENDAPATAN DAERAH \~ 
JI. 1(01.Mustafa !(em".No. 45 KlIliand.. 

,<:,:.' hlp. fT17T 321302 

,Nom. 
,A1amBt 

NPWPO ,Cl CJ 

SKPDKB
 

ISURAT KETETAPAN PP.lAK DAERAN KURANG SAYAR)
 No. Urut 

Mesa Pajak ......................
 
ahun Pajak ......................
 

c:::r::J c:::r::::::c::J 
Tanggii!ll J8tuh teml'O , ..........................................................
 

Ben:lasar1lan Pasal170 Urdang-Undang No. 28 Tahun 20091e1ah dilalwkan pemeriksaan
 
eteu keterangan lain atas pelaksanaan k8IWjiban :
 

Ayat Pajak
 

Nama Pajak Pajak Restoran
 

II.	 Dan Pemeriksaan i!IIau ~gan lain tclllebut l;\ilrta3, perhitungen rumlah yang
 

mash harus dibayar adalah sebagai berikut:
 

1. Dasar Pengenaan Rp
 

a Pajak yang tarhlJlang Rp
 

3 Kredit Pajak
 
a. Kampensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp 
b. Setaran yang dilakukan	 Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Kalianda, 20"" 
a.n Kepala DIPENDA 

KepaJa Bidling Penelapan 

._--------------	 -------------------

c. Lain-lain Rp 
d. Jumlah Yl>rlQ dapat dikreditkan (a + b + c) , Jumlah kekuranganpembayaran Pokak Pajak (2 - 3c) 

5. Sanksiadrnlnlstrasr : 

a. Bunga {Ps 97 (12)) Rp 
b. Kenaikan {P5 97 (5)) Rp 
c. Jumlah Senksi Administrasi (a + b) 

8. Jumlsh yang ms!lih herusdibayar (4 + 5c) 

Dengan Huruf I 
PERHATIAN 

1. Harap penl/tltoran dilakukan melalui BKP alau Kas oeeran ( Bank. Lampung) dengan 

manggunakan Sural.Setoran Pajak. Daerah (SSPD). 

ApabiJaSKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat wakbJ palin" lama 30 hari 

karia selelah saat lerutal1!lnyapajak dikanakan sanks!administlasi berupa bunga sebesar 2% 

per bulan 

No. SKPDKB: 

TANpA IERIMA 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

20.. 
YANG MENERIMA, 

. .....) 



--------------- --------------------

K. BEl'ITUK FORMAT SURAT KETETAPAlf PAJAK DAERAH KURAl'lG SAYAR TAl\fBAHAN 

/r~ >1DDlnB'TAH ltA1lUJ'j,n:JI LAlIIPWIG Ul.'TU SKPDKBT 
fllllllA7 KETBTUU P..\.lU: DURAB KJJJlUl) IIATAIIT,lIIBoUlU] No. Urnt
 

. n. KDl. III....... IlatQJdllo.. 4S Ka1Iu.411
 

~_:../ r ....p. 0727 321302
 

EJ .mAS ....DAPATAli DAERAH 

o:::r::r:o:::JMasa Pldak , .._.................
 
Tahun Pajak , ..................... 

,"=. ,Alamat 

,"PWPO CJ CJ c::I::J c:::r:::::c:J 
T'aagpl .J.tU tempo , ..........................................................
 

LBerdaBarkan Paeal 170 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemenkeaan 

eteu keterangan lain etas pelaksanaan kewajiban : 

Ayat Pajak c:::c::I:J:I:J: 
Nama Pajak 

II Dan Pemerikaaan atau Keeerengan lain tersebu.t dlatae, perhitungsn jumlah yang 

masih hams dibayar ada1ah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan	 Rp 

2. Pajak yang terhutang	 Rp 

3.	 Kredit Pajak
 

a Kcmpensaai kelebihan dari tahun eebelumnya Rp
 

b. Setoran yang dllakukan	 Rp 

c. Lain-lain	 Rp 

d. Jumlah yang dapat dikredltkBn (a'" b « 1;:)	 Rp 

4. JumlHh kekurangan pembayaran Pokok Pajak: (2 - 3c)	 Rp 

5. Sanksi administrasi : 

a. Bunga (Ps 97 (12))	 Rp 

b. Kenaikan (Ps 97 (5))	 Rp 

c. Jumlah Sanksi Adminir;tra6i (e.'" hJ	 Rp 
6. Jumlah yang masih hBTU9 dibeyar (4 .,.. ScI	 Rp_H_

I	 I
 
PERHATIAN 

1.	 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau KmI Daerah [ Bank Lampung I dengan
 

menggunakan surer Setaran Pajak Daerah (SSPD).
 

2.	 Apabila SKPDKB ini tldak atau Kurang Dibayar setelah Iewat waktu paling lama 30 han 
kerja setelah eaet terutangnya pajak dikenakan aanksi administrasi berupa bunga sebeear- 2% 

per bulan 

Kallanda • ....................... 20....
 
a.n Kepala DJPENDA 

Kepala B:idang Penetapan 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

No. SKPDKBT : 

TABDA TBRIMA 

............................ 
YANG MENERIMA. 

( ) 

20.... 

http:tersebu.t


L. BENTUK FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH SAYAR
 

iJ 
PEfIIERlMTAH Kl\SUPATEN LAIIPUNG SELATAN SKPDLB 

D1NAS PENDAPATAN DAERAH (SURAl KETET.lPM PAJAl( nA£Rlll.lLEBIH BAYAR) 

~ JI. KDI. llIuRtllfa KemllJ No. 45 Kaliandll. 

Masa Pajak .....................
Yelp. D727 321302 

Tahun Pajak ....................., 

,Nama 

,Alamat 

NPWPD	 , D D 
1anggal Jatuh tempo , ..........................................................
 

I.	 Berdasarkan Pasal170 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemerikSElan 

alau keterangan lain alas pelaksanaan kewajiban : 

" 

Ayat Pajak
 

Nama Pajak
 

Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain terseout diatas. perhilungan jumlah yang
 

masih harus dibayar adaJah sebagai berikul :
 

1. oasarPengenaan	 Rp 

, 2. Pajak yangtemutang Rp 
Kredit Pajak 

a. Kompensasi kelebihan dan tahun sebelumnya Rp
 
b 8etoran yang dilakukan Rp
 
c. Lain-lain	 Rp 
d. Jumlah yang dapal dikreditkan (a -t b -t c)	 Rp 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3c)	 Rp 

5. Sanks; administrasi : 

a. Bunga (Ps 97 (12))	 Rp 

b. Kenaikan (Ps 97 (5)	 Rp 
c. Jumlah Sanks! Administrasi (a + b)	 Rp 

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	 Rp 

Dengan HuNt' I 
PERHATIAN 

- Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan
 

Surat Perintah Memba)'<lr Kelebihan Pajak (SPMKP) dan SP2D
 

No. Urut 

o::::IIIIJ 

o:::::J 0:::::0 

I 

Kalianda, . ..." ..... 20 ... 
e.n t<epala DIPENDA 

Kepala Bidang Penetapan 

----------------	 ----------------,
 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

No. SKPDLB : 

TANDA TERIMA 

20..... 
YANG MENERIMA. 

(.. . ) 



I 

M. BENTUK FORMAT SURAT TAGIHAB PAJAK DAERAH 

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

~ 
_. 

DlNAS PENDAPATAN tlAERAH 

JI. K<rl.11...._ 

~.-/ Telp. om 321302 

Nama 

Alarnat 

NPWPD 

Tllnggal Jatuh tempo 

l 

atau keteranganlain atas pelaksanaankewl!ljiban : 

Aya! Pajak 

Nama Pajak 

II. 

masih nerus dibayar adalah seballai barikut: 

1. Pajak yang kurang dibayar 

2 5;lnk9i administrasi 

a. BUIlga (Pal 10 (3) 

3_ Jumlah yanll mllsih t\arus dibayar (1+ 2a) 

Den9lln Huruf 

'poP, ATIAN 

1. 
mergllunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

2. ApabuaSTPD ini eteu Kurang Dibayarsetelah lewsl wek11l paling lama 30 han 

STPD 
(SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH) No. Urut 

Kern" No.45 Kallandlo 
I I I I I I Masa Pajak , .....................
 

Tahun Pajak .....................
, 

, 
, 
CJ CJ c:r::cr::r:::I: c:::I::l j I I --, 
..........................................................
 

BerdasarkanPasal170 Undang-Undlll1ll No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan cernernseen 

Dari Pemensseen atau Kelerangan lain lersebu\diata5, pemitungan jumlah yang 

Rp 

Rp 

"" 
I I 

Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau I<as ~h \ Bank Lampung ) dmgan 

STPOini ditarima dikenakan sanksi adminiatJaai barupabunlla seeeser2% per bulBn 

KaJianda, 20.. 

a.n Kepala DIPENDA 

xepala BidangPanetapen 

------------, -----------------

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

JANDA TERIMA 

No. STPD: 

VANGMENERIMA, 

(.. 

20.. 



N. BENTUK FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
 

No. Urut 

CI:l c:::I:I:J 

-
NlHIL 

Kalianda, .................. 20 ..
 

an Kepala DIPENDA 

Kepala Bidang Penetapan 

PUlBRlllTAB KAIlUPATD LAIIPV1IIG SELAT_ SKPDN 

DDrAS PENDAPATAlI DABIlAB 19URAT KETETAPAJII P~AK DAERAB lIIH[Ll 
oR.. KoL __t.f'a Komal .0. 4S JI8UaD4a 

, .....................
filp. 0'r.jJ7 3213001flJ 
ah_Pajak~-- , .....................
 

,N_ 

.,.",..	 e 

IIPWPD , CJ Cl 
Taaggal .latah tempo , ..........................................................
 

r.	 Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 talah dilaku.kan pemeriksaan 
atau keterangan lain llta8 pelaks&n8..8n kew"liiban ; 

Ayat PaJak
 
Nama Pajak
 

11.	 Dari Pemeriksaan areu Keterangan lain tereebur diatlls. perhitungart jueuen yang 

masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

L uasar Pengenean Rp 

a Pajak yang terhutang Rp 

3.	 Kredit Poqak
 
a, Kompen5WIi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
 

b seterec yang dilakukan Rp
 
c.	 Lain-lain Rp 
d.	 Jumlah yang dspat dikreditkan (a'" b ... cJ Rp 

4.	 Jumlah lrekunmgan pembayW'll.DPtdwk Pu,jak (2 . 3c) 

---------------------	 ._-------------
No. SKPDN: 

TANDA TERIIIA 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

................ , 20 .... 

YANG MENERIMA, 

(••....••....•••••••.••...••.•J 



o. BENTUK FORMAT KARTU NPWPD
 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUl'IG SELATAN
 
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 

KARTUNPwPD
 

No. Reg:	 . 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

....... .	 20 .
 
a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN 
Kepala Dinaa Pendapatan Daerah 

NIP ...........•..... _._ ...•..........•.. _•
 

............................. _ _ Pada halaman belakang	 .
 

PERHATIKAN 

1.	 Kartu ini harep disimpan baik-baik dan apabila hilang agar eegera m.elaporkannya ke 

Dinaa Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung SeJatan 

2.	 Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transakei perpajakan 
deerah 

3.	 Dalam hal wajib pajak pindah domieili, eupaya me1aporkan diri ke Dinae Pendapatan 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

http:�..........�


P. BEl'ITUK FORMAT KARTI1 NPWPD 

PEMERDl'TAB KABUPATEIlI LAIIPUJIIG SELATAII 

DIIfAS PENDAPATAB DARRAH 

JL KoL Mustafa Kemll1 Bo. 4S Kalianda 

Telp. 0727 321302 

NPWPD I NPWRD 

o o::::::r:::r::: [I] o::r:::J 
Kepada yth. 

di _ . 

SURAT TEGURAN 
UNTUK MEMASUKKAN SPIPD/ SPIRO 
Nemer : . 

BerdWlW"kan catatan kami, temyata sampai eeet ini 9ol'ludllJ'B. belum memesuken SPI'PD I SPJ'RD oJyang 

telah Saudal'll. terima untuk dusi. 

Maka dengan ini ka.mi minta agar Saudara menjerahkan kBmbali SPID(SPTRD oJpaling IBmbat 7 (tujuh) 

tum J;etelah menerima surat ini. 

Apabila Surat Tegunm ini tidak juga Saudara indahkan maka kami almn melalrnkan peeeeapan atae objek 
PajBkjretribuai oJyang Saudam mi.I.i.Iri eecarajabatan, yang akan merngikan 8Iludara sendili. 

Untuk rnenjadi perhatian saudara, IIfl,IIJ" kewajiban Saudam dapa,t dipenuhi _ba,gaimana meslinya. 

an Kepala DIPENDA KAB. l.AMI'l.mG SEI.ATAN 

Kepala Bid..angPenetapan 

I " "w, ,_, •• " h ~ 

NIP. 

'")Coretyang tidak perlu 

-------------------------------------------_.
 
TANDA TERIMA 

N PWPD 

NAMA 

ALA MAT 

...........................• 2013 

YANG MENERIMA, 

I·········.·· .•• · •••• ·········) 



Q. BENTUK FORMAT FORM PBllIERIKSAAli' 

fi 
PBllIERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
D1NAS PENDAPATAN DAERAH 
J1. KoL Mustafa Kemalllo. 4S Kalianda 
Telp. 07'27 321302 

Kepada Yth . 

.. .. ........ .... ... .. .... ... ... ... ... .. .. .. ....... 

.. .. . .. . .. .. .... ... .. .... ... ... .. .... .. .. .. ....... 
di ......................... ..................... 

Nomor , 
Lampiran 

Perihal 

Berdaearkan Surat tugae Pemerikeaan Nomor ....................... Tanggal ................ 

............................., kami te1ah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap : 

No 
Nama, NPWPD/NPWRD·J 

dan Alamat 

Obyek dan TuJuan 
PemeriJrsa8n 

No. Lamp:lran Catatan 

Adapun haeil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir. 

DemikianJah untuk menjadikan maklum atas perhatiannya. 

Mengetahui, Wajib Pajak / .................... , .......... 
«[o. Kepala DIPENDA Wajib Retribuai Petugas Pemerikea 

Kepala Bidang Penetapan 

(..............................) (.....................) (...........................) 
NIP. NIP. NIP. 

•) Coret yang tidak perlu 



R. BENTUK FORMAT NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
 

(I 
PEMERfNTAH MABUPATEH LAMPUNG8ELATAM NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH Homor Nom Perhlt\lngan .................. 
DINAS PENDAPATAN DAERAH MASA PAJAK ........... TAHUN •••.•••••
 Homor SPTPD yanG dlkl,lm : .................. 

JI. Kol. M~ K..."at No. 48 KllUlnda CI ",. c::J STPD CI SKPOI(B
 

Telp. oralnUD2
 CI SKPDKBT c::J SI(PDN
 

Nsma : ................................................ Alamat : .............................. NPWPD
 o o:::I:IJII] CD 0 
A.	 SElF ASESMENT
 

Tarlf
 Sanksi Admlnlstra81 Jumlah Setoran yitng Kurangl Jumlah 
No Ayat UralanJenls Pajak (Rp) LeblhPajak ~erhutang (Rp)dIPerh~~~gkan Ken.flun Denda Bunga(RRol (RD' 
1 5 6 7 8 (6-7)3 4 9 10 11 12 8+9) 2 

Jumlah dengan huruf: (... "'," , ......................................".J
 

B. OFFICIAL ASSESMENT
 
DASAR PENGENAAN
 SANK I ADMINISTRASI JUMLAH 

No TARIF KETETAPANJenle Pajak Ayat KENAIKAN DENDA BUNGA (RP)Banyuknya/NllalURAIAN 

7 5X6)4 5 6 11 (7+8 1 2 3 8 109 

Jumlah dengan hurur : ( ........ ............ .........) 

Mengetahui, ..................... Tahun ......... 
Kepata Bidang Penetapan Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan 

............... ..... .......................	 ............................................
 
NIP.	 NIP. 



--------------- -----------------

S. BEI'ITUK FORl\lAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

(:J 
~jlH ~,",.l.MlI'Ull<l"""TAN 

D1NAS PENDAPATAN DAERAH 

.JI.Kolllll_Il........ No. ~~...... 
'<.. 

T... DtZf 12tJD2 

..~ ,

SKPD
 

(SURAT KETETAPAN P'A.IAIl DAEItAH)
 Nc, Urul 

....-................
M~ """" 
Tahun Pa,lat , .....................
 

..........................................................
 
, ..........................................................
A'"... 

N"""" , CJ CJ I I I I I I I I I I I I I I I 
Tanggal Jllblh llImpo , ..........................................................
 

JumlahNo A,., JeniaPajak Daet:ah 
(Rp) 

JumlahKetetapan Polc:ok Pajak: 

umlahSanksi: a. Bunga 

b. Kenaikan 
JumlahKeseJuruhan 

DenganhUM I I 
pERHATIAN 

L H9n1p peneytDmn lIilalwkan memluiBKPlIIl:au Kss Daerah(Bank. . ---.-.. -... j 

derlQlrl'1 menggunllun Sural setoJ'a1'l Pajak Daerah(SSPD). 

z Apablfl SKPD ini tid8k NU dibayarselelah Iew8t WlIklu paing lama 30 han 

sejak SKPD ii'lldilllrima diksnakal'l senksi IltIminf8tralli bungaSIebe... 2% per bulBn 

.................. ................. Tahun .. 

a.n Kepala DIPENDA 

Kepala Bidang Penetapan 

GlIntmg d,SIIII 

No.SKPDKB : 

TANDA TERIMA 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT 

20.. 
YAIIJG UEt>lERIMA, 

( --------------) 



T. BENTUK FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG 

II 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 
JI. Kol. Mustafa Kemal No. 45 KaHancla
 
Telp. 0727 321302
 

LAPORAN REALISASI PENERlMAAN DAN PENYETORAN UANG
 
Tahun Anggaran : I ..
 

Bulan : .
 

PENERIMAAN 

No Ayat Uraian 
JumIah 
Bulan 

Jumlah sid 
bulan YII 

JumIah sid 
bulan ini 

Keterangan No. Ayat Uraian 
.Jumlah 

bulan ini 
Jumlah sid 

bulan YII 
Jumiah sid 

bulan ini 
Keterangan 

f]UMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENYETORAN 

SISA SID BULAN INI Rp 

Mengetahui, .................... , 'I'ahun ,. 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bendaharawan Khusus Penerima 

NIP. NIP. 



u. BENTUK FORMAT PERllIOHONAN ANGSURAN PAJAK DAERAH 

................... , Tahun .
 

Kepada Yth. 

Perihal : Permohonan Angsuran Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan 

di Kalianda 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Pemilik/Pengelola 
Alamat 

.........................Telp•............ 

bertindak untuk dan atas nan
 

NamajMerk Usaha
 

NPWPD/NPWRD ")
 

Alamat
 

.........................Telp .
 

Mengakui masih mempunyai hutang pajakjretribusi atau SKPDjSKPDKB 

/SKPDKBT/STPD/SKRD/SKDRT ') Bulan . 

No. Urut Berjumlah Rp . 

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kimnya hutang pajakjretribusi") 

tersebut diatas dapat dieetor dengan cam angsuran sebanyak ( ) 

kali dengan maeing-maeing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling 

lambat tanggal .••............ 

Rincian Angsuran
 

TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN
 

Tgl ...................•..•..•..•..•..•... Rp .
 

Tgl •..•.••.••.•••.••••.••....•........... Rp .
 
Tgl ........•..••..•.••.•••••.••.••.••.... Rp .
 
Tgl •........•......•..•..•..•..•..••.•... Rp .
 

Alasan pengajuan pennohonan angeuran ini : 

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi. 

Tanda terima Hormat saya, 

a/no Kepala DlPENDA 

Kepala Bidang Penetapan PEMOHON 

NIP. NIP. 

http:�........�......�..�..�..�..�..��.�
http:�..��..�.��.�����.��.��.��
http:�..�.��.��.���.����.��....�


V. BENTUX FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAl'I PAJAK DAERAH 

................................. Tahun .
 

Kepada Yth. 
Perihal : Permohonan Penundaan	 Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan 

di Kalianda 

Dengen hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama PemilikJPengelola 

Alamat 
.........................Telp . 

bertindak untuk dan atas nama 

Nama/Merk Usaha 

NPWPD /NPWRD 'J 
Alemat 

.........................Telp......•......
 

Mengakui maw mempunyai hutang pajakJretribusi atau SKPDjSKPDKB 

/SKPDKBT/STPD/SKRD/SKDRT 'j No. Urut .•.•..•....•.•••..•.... 
............ Yang akanjatuh tempo pada tanggal .........................•. agar kiranya 

tanggaljatuh tempo dapat diperpanjangjditunda hingga tanggal . 

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini : 

Demikian permohonan eaya dengan hampan dapat dipenuhi. 

Tanda terima Hormat saya, 

a/no Kepala DIPENDA 
Kepala Bidang Penetapan PEMOHON 

NIP.	 NIP. 

:0-) Caret yang tidak perlu 

http:�.�..�....�.���..�
http:Telp......�


w.	 BEIlTUK FORMAT SURAT PERJAl'IJIAII Al'IGIlURAII PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATBJIr LAMPUNO SELATAlI 

D1I1AS PEIIDAPATAN DAERAH 
JI. KoL Mustafa Kemalllo. 45 KaHanda
 
Telp. 0727 321302
 

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Yang bertande tangan di bewah irii : 

Nama 
NPWPD/NPWRD 
Alamat 

bertindak dan atas nama : 
Nama
 

Alamat
 

1.	 Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran 
pembayaran hutang pajak/retribusi pada tanggal sebanyak 
............ Kali angsuran. Terhadap Surat Ketemngan Pajak/retribusi 
yang telah diterima : 

a. :-:;KJ-'U	 No •............ TgL . .Kp _. _....••.•.•.
 
b. :-:;KJ-'UK.ti No •.•.••••.•••• TgL .. .Kp •...•..••••••. 
c. :-:iK.PUKJ::H' No .•.•.......•. Tgl.....•.••• .Kp .••••...•..•..
 
d. :-:>TI-'U	 No .•.•.......•• Tgl. . .Kp .•.•......••..
 
e. :-:;KJ(U	 No Tgl. . .Kp .•.•....•..••. 
t. :-:lKUKf No ••......•.••• Tgl. .•.••••.. .Kp ••.•....••.... 
g. s'neu	 No TgL••.••..•.• kp . 

Rp . 

Pembeyaren Angsuran 
Angsuran Biaya Adm/ Jumlah 

Pokok bunga Angsuran 

a. Tgl Angsuran ke I Rp. Rp. Rp. 
b. Tgl Angsurnn ke II Rp. Rp. Rp. 
c. Tgl Angsuran ke III Rp. Rp. Rp. 
d. Tgl Angsuran ke IV Rp. Rp. Rp. 

Rp. Rp. Rp. 

2.	 Jika pe:myataan pembayaran pada sub 1 diataa tidak saya pebuhi, maka 
Penetapan dilakukan dengen Surat Paksa, tanpa pemberitahuan Iebih dahulu . 

............... , Tahun .
 

Mengetahui dan menyetujui 
xepara UInaS Pendapatan uaeran Yang berjanji, 

NIP. 

http:��.�....��
http:��......�
http:�.�....�..��
http:�.�......��
http:�.�.......�
http:�...�..������


x. BERTUK FORMAT SURAT PEMBERlTAHUAl'I PBII'OLAKAl'l Al'IGSURAl'I/ 
PENUNDAAI'I PEMBAYARAN 

PEMERlliTAH KABUPATElf LAMPUlfG SELATAlf 

DIIIAS PEIfDAPATAlf DAERAH 
JI. KGl. Mustafa Kemallfo. 4S Kallanda 
Telp. 0727 321302 

KepadaYth.
 
Sdr .
 

di
 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
 

PENUNDAAN PEMBAYARAN ')
 

Nomor : . 

Setelah kami mempelajari dan mempertlmbangkan dengan ini diberitahukan 

bahwa Surat Pennohonan AngsumnjPenundaan Pembeyaren ot) Saudara tertanggal 

..................... Nomor Dengan sangat menyeeal tidak dapat 
kami penuhi. 

Demikian agar Saudare maklum adanya. 

................. , Tahun .
 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

NlP........................•...
 

*) coret yang tidak perlu 

http:NlP........................�


Y. BEIITDK FORMAT SURAT PERMOHORAN/PEIIBETULAN/PEMBATALAII/ 
PEKGURANGAII/PEIIGHAPUSAII' SAIIKSI ADM 

...............•............ TBhun .
 

Nom'"	 Kepada yth. 
Lampiren 

PerihaI	 Permohonan jPembetulan/ Bupati Lwnpung 8elatan
 
PembatBlan/Pengurangan/ c/q. Kepala Dipenda
 
Penghepuean Banksi Adm. di .
 

Dengan hmmat, 

Kami yang bertanda dibawah ini :
 

Nama Pemilik/Pengelola


AIam., 
Bertindak untuk dan etas nama 

Nama/Merk Usaha	 DO r:::IIJIIIJ CD 0::0 
NPWPD/NP'NRD 

Mamat 

................................Telp ., .
 

Kami mengaiukan Burat Permohonan/Pembetulan/Pe1nbatalan/Pengurangan/Penghapusan
 
Banks.i Administrasi atELs SKm/SKmKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD/SKRD/SKRDT *)
 
No .
 

Bulan Tahun. .
 

Jumleh Rp .
 
Dengan Alasan .
 

Demikian agar kiranya Bapek dapat menyetujui 8ebelumnya. kemi ucapkan banyak terima kasih. 

Hormat kami, 

Pemchcn 

, Caret yang tidak pertu 



'\/ ~ ,. , 
'" X. I ' 

Z. BENTUK FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

PEllERlRTAB KAIIUPATEII L.AIIPUlI'O SELATAJIf 

DIlfAS PElIDAPATAJIf DAERAH
 

.n. KDL _aata.f!l Kemal 110. 45 KaUanda
 

Telp. 0'127 3213O:J
 

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama
 

Alamet
 

bertindak dan atas nama: 

Nama
 

NPWPD/NPWRD
 

Alamat
 

1.	 Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan 

pembayaran hutang pajakjretribusi pada tanggal Terhadap 

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKRD/SKRRDT') Nomor Urn' . 
Jatuh Tempo tanggal _._ . 

2.	 Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembeyeran 

atas hutang PajakjRetribusi*) diatas ditunda pembayerannya eempai dengan 

tanggal . 

3.	 Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka 

Penagihan dilakukan dengan Surat Pakea, tenpa pemberitahuan lebih dahulu. 

.. _............•............ Tahun ..
 

Mengetahui dan menyetuju:
 
Kepa1a Dinaa Pendapatan Daerab Pemohon
 

NIP. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCD'Mt:
 


